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Nita Putri Zairani (B11112043), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Korupsi (Studi Kasus Pembangunan Gedung Olahraga 
Kabupaten Luwu Putusan Nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks), 
dibawah bimbingan Prof. Said Karim selaku pembimbing I dan Amir 
Ilyas selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yaitu yang 
pertama untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dan yang 
kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak 
pidana korupsi pada pembangunan gedung olahraga kabupaten Luwu 
dalam putusan nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara 
langsung dengan hakim yang memutuskan perkara tindak pidana korupsi 
pada pembangunan gedung olahraga kabupaten Luwu serta mengambil 
salinan putusan. Disamping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas 
dalam skripsi penulis. 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 
berikut: (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana 
korupsi yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Nomor 
29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur delik.  
(2) Pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada perkara nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks sudah sesuai aturan 
hukum yang berlaku dan fakta-fakta yuridis yang terungkap di 
persidangan. Selain itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di 
Indonesia bahkan sudah tergolong extra-ordinary crime atau 
kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan 
Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan 
pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan 
nasional.1   Sehingga diperlukan suatu cara dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi secara luar biasa pula, seperti dengan 
dibentuknya lembaga khusus yang berfungsi memberantas Korupsi 
yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). 
Korupsi adalah sesuatu hal yang sangat membahayakan dalam 
berlangsungnya suatu pemerintahan. Korupsi yang terjadi di Indonesia 
saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar 
dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari 
tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah 
kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas yang semakin 
sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh 
aspek masyarakat. Sehingga Korupsi telah mengakibatkan banyak 
                                                 
1 Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.  
2 
 
kerugian Negara dan juga menimbulkan kerugian-kerugian pada 
perekonomian rakyat.  
Kasus korupsi di negeri ini seperti tidak adanya habisnya, 
pemerintah telah melalukan upaya untuk memberantas kasus korupsi 
akan tetapi, sepertinya hukuman yang diterapkan bagi para koruptor 
belum membuat orang-orang jera ataupun takut untuk terus 
melakukan korupsi. Salah satu upaya pemerintah untuk memberantas 
tindak pidana korupsi adalah dengan memberlakukan Undang-
Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu UU No 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan mempercepat 
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi untuk 
memberantas kasus korupsi tidak semudah membalikkan telapak 
tangan. 
Ada berbagai hambatan yang menghadang suksesnya proses 
pemberantasan korupsi. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh 
aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. 
Salah satu hambatan tersebut justru berasal dari aparat penegak 
hukum yang seharusnya berada dibarisan terdepan dalam 
memberantas tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum, 
khususnya hakim, seringkali justru tidak mendukung semangat anti 
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korupsi. Tidak jarang hakim memberikan hukuman ringan kepada 
Terdakwa kasus korupsi, bahkan dalam beberapa kasus, Terdakwa 
dibebaskan dari segala jerat hukum. 
Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan 
akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak tertata 
secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum 
yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan-kelemahan 
dalam implementasinya.2   
Korupsi di Indonesia paling banyak membelit pejabat Negara dan 
yang mempunyai kedudukan. Tidak hanya itu, tindak pidana korupsi 
juga dilakukan secara bersama-sama, yang pada umumnya 
melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari 
tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya 
sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut 
akan saling menutupi. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak 
pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan 
kerjanya. Seperti halnya dengan kasus korupsi yang dikaji oleh 
penulis. 
Kasus korupsi yang dikaji penulis adalah kasus korupsi pada 
pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di kabupaten Luwu dengan 
Terdakwa Sudarman, ST. Bin Nurdin (Wiraswasta, 41 tahun). yang 
didakwa telah melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 
                                                 
2 Ibid, hlm. 5. 
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sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP. Dalam Putusan Nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks 
Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-
sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 
sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan 
apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 
(satu) bulan.  
Di dalam putusan tersebut, Terdakwa Sudarman selaku 
Supervisi Enggineer CV.Intensivindo bertindak sebagai pelaksana 
konsultan pengawas pembangunan GOR kabupaten Luwu, 
melakukan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena kedudukanya dengan tidak melaksanakan 
tugas dan fungsinya secara benar sebagimana kontrak kerja yang 
telah disepakati yakni memberikan laporan yang tidak sesuai atau 
telah membuat laporan kemajuan proyek yang keliru tidak sesuai 
dengan progres pekerjaan fisik yang sesungguhnya.  Dan dengan 
perbuatannya tersebut menyebabkan adanya kerugian Negara 
sebesar Rp1.899.816.559,06 (satu miliar delapan ratus sembilan 
puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus lima 
puluh sembilan rupiah enam sen), hal mana dikuasai oleh Terdakwa 
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lain, Drs. Musakkir selaku Ketua Komite Pembagunan Gedung 
Olahraga kabupaten Luwu (disidang terpisah dan telah diputus 
terbukti oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar) sebagai hitungan kerugian negara tersebut sebesar 
Rp1.598.059.152,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan 
juta lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh dua rupiah), dan 
diterima sebagai keuntungan Ir. Daniel Rendeng (alm) selaku kuasa 
Direktur PT Aslin Jaya sebagai penyedia jasa konstruksi pembagunan 
GOR kabupaten Luwu adalah sebesar Rp301.757.407,06 (tiga ratus 
satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah 
enam sen).  
Pembangunan gedung olahraga kabupaten Luwu merupakan 
bantuan dana dari Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik 
Indonesia sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta 
rupiah). Anggaran proyek ini diberikan pada Tahun 2011, namun 
pembagunan baru dimulai pada Tahun 2012 hingga Tahun 2013 dan  
tidak selesai 100%.  
Dari kasus diatas, terlihat bahwa kasus korupsi di Indonesia 
masih marak terjadi. Korupsi tidak terjadi hanya ditingkatan pusat 
melainkan juga terjadi di daerah-daerah. Korupsi juga tidak mengenal 
profesi. Kasus ini diharapkan pada nantinya aparat penegak hukum 
dapat terus memberantas korupsi sehingga kasus korupsi di Indonesia 
tidak ada lagi dan untuk memberikan efek jera koruptor hakim harus 
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memandang urgensi dari Undang-Undang Tipikor agar menghasilkan 
putusan yang baik dan benar. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis 
menyusun skripsi dengan judul:  “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Korupsi (Studi Kasus Pembangunan Gedung Olahraga 
Kabupaten Luwu Putusan Nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana korupsi pada pembangunan gedung olahraga kabupaten 
Luwu dalam putusan nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan 
nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pada dasarnya memiliki suatu 
tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian 
yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap 
tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung olahraga 
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Kabupaten Luwu dalam putusan nomor 
29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks.  
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
penjatuhan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada putusan 
nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa. 
2. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 
informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini. 
3. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan 
yang diteliti. Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan 
bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan 









A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat 
dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan subjek tindak pidana.3  Dalam kepustakaan tentang 
hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan 
pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang 
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 
atau tindak pidana.  
Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut Straafbaarfeit, 
yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu straafbaar dan feit. 
Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari 
kenyataan, sedangkan straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga 
secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari 
kenyataan yang dapat dihukum.4 
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai 
atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang 
oleh aturan hukum, yang disertai dengan sanksi pidana, yang 
mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan, sedangkan 
                                                 
3 Pipin Syarifin, 2008, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 51 
4 Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5. 
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ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang 
melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. 
Tentang apa yang diartikan dengan Straafbaarfeit (tindak 
pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. 
Adapun pengertian tindak pidana atau straafbaarfeit  menurut para 
ahli, sebagai berikut:  
a. Menurut Simons, dalam rumusannya straafbaarfeit itu adalah 
tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan 
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 
dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh 
Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum.5 
b. Pompe, straafbaarfeit adalah pelanggaran norma atau 
gangguan terhadap tata tertib hukum yang dengan sengaja 
ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 
adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum.6 
c. Moeljatno, straafbaarfeit adalah perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang 
                                                 
5 Ibid 
6 Ibid. hlm. 6 
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berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar aturan 
tersebut.7 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Suatu peristiwa pidana dapat dinyatakan sebagai tindak 
pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur tindak 
pidana terdiri atas dua macam, yaitu:  
a. Unsur Subjektif 
Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang 
atau beberapa orang).8 Unsur-unsur subjektif itu adalah 
sebagai berikut:9 
1) Kesengajaan atau kelalaian. 
2) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 
3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan 
pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-
lain. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat 
dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP. 
5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan  
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
 
                                                 
7 Ibid. hlm. 7 
8 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, 2011, Pengantar Hukum Indonesia, 
ASPublishing, Makassar, hlm. 67. 
9 Evi Hartanti, Loc. cit. 
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b. Unsur Objektif 
Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini 
adalah tindakannya.10  Unsur-unsur objektif dari suatu tindak 
pidana adalah sebagai berikut:11 
1) Sifat melawan hukum. 
2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri 
sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 
KUHP. 
3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. 
 
Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus 
ada unsur-unsur:12 
1) Perbuatan (manusia). 
2) Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil). 
Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam Pasal 1 
ayat (1) KUHP. 
3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 
 
Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur 
tindak pidana sebagai berikut:13 
1) Diancam dengan pidana oleh hukum 
2) Bertentangan dengan hukum 
3) Dilakukan oleh orang yang bersalah  
4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
 
                                                 
10 Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, Loc.cit.  
11 Evi Hartanti, Loc.cit. 
12 Ibid 
13 Andi Hamzah, 2004, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88. 
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B. Penyertaan (Deelneming) dan Perbarengan Tindak Pidana 
(Concursus) 
 
1. Penyertaan (Deelneming) 
Dalam beberapa literatur istilah Deelneming (Belanda), 
Complicity (Inggris), Teilnahme/Tatermehrheit (Jerman), 
Participation (Perancis), diartikan sebagai:14 
a. Turut campur dalam peristiwa pidana (Tresna) 
b. Turut berbuat delik (Karni) 
c. Turut serta (Utrecht) 
d. Keturutsertaan (Lamintang) 
e. Pesertaan melakukan tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro) 
 
Turut serta/penyertaan adalah dua orang atau lebih yang 
melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua 
orang atau lebih mengambil sebagian untuk mewujudkan suatu 
tindak pidana. 
Penyertaan (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak 
pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari 
pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut 
dalam tindak pidana tersebut. 
Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang 
pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. 
Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu  
                                                 
14 Amir Ilyas, dkk, 2012, Asas-asas Hukum Pidana II,  Mahakarya Rangkang Offset,  
    Yogyakarta, hlm. 54. 
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tindakan, maka disitu dapat kita lihat adanya kerjasama. Juga di 
dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada 
pembagian pekerjaan diantara orang itu. 
Penyertaan oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur di 
dalam Pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. 
Pasal 55 adalah pembuat/dader, pembuat/dader adalah orang 
yang mewujudkan suatu peristiwa pidana secara sempurna. 
Sedangkan Pasal 56 adalah pembantu/mendeplichtige yang terdiri 
atas pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu 
sebelum kejahatan dilakukan.15 
Pembagian penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia, antara lain sebagai berikut: 
a. Pasal 55 KUHP sebagai pembuat/dader 
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan  
atau turut melakukan perbuatan itu. 
2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah 
memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, 
ancaman atau tipu daya atau dengan memberi 
kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja 
membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. 
(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam ke-2 itu yang 
boleh dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan 





                                                 
15   Ibid. hlm. 59. 
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Dalam Pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pembuat/dader 
adalah: 
1) Orang yang melakukan/Pelaku (pleger) 
Orang ini ialah seseorang yang sendirian telah 
berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa 
pidana.16  Pleger adalah orang yang secara langsung 
mewujudkan seluruh unsur delik. 
Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang 
melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas yaitu 
mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang 
menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan 
dan mereka yang menganjurkan. 
Yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah 
barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan 
yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa 
yang melakukan sendiri perbuatan yang menimbulkan 
akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. 
2) Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) 
Doen pleger yaitu seseorang ingin melakukan suatu 
pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia 
menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam 
penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana dan 
                                                 
16   R.Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP) Sera Komentar-
komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 73.  
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hanya diumpakan sebagai alat, sedangkan orang yang 
menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang 
bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena 
suruhannyalah terjadi suatu tindak pidana. 
3) Turut serta melakukan (medeplegen) 
Turut serta melakukan atau bersama-sama 
melakukan adalah suatu delik yang dilakukan oleh dua 
orang atau lebih secara bersama-sama memenuhi semua 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Keduanya 
adalah pelaku, dengan inisiatif secara sadar bekerja sama 
untuk melakukan delik, dan karenanya keduanya dapat 
dipidana. 
Menurut Hazewinkel Suringa yang mengikuti 
pendapat/pendirian Hoge Raad mengemukakan ada 2 
(dua) syarat untuk adanya turut melakukan secara 
bersama-sama dalam suatu tindak pidana yaitu:17 
a) Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, hal 
mana merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) 
antara mereka; 
b) Mereka harus bersama-sama melaksanakan 
kehendak itu. 
 
4) Pembujukan atau menggerakkan orang lain (Uitlokker) 
Pembujukan atau mereka yang menggerakkan/ 
menganjurkan/membujuk orang lain yaitu seseorang yang 
mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, 
                                                 
17 Amir Ilyas, dkk, Op.cit. hlm. 77. 
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tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan 
menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. 
Van Hamel telah merumuskan Uitlokking itu sebagai 
suatu bentuk Deelneming atau keikutsertaan berupa: 18 
Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk 
melakukan suatu tindak pidana dengan 
menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh 
undang-undang karena telah tergerak, orang 
tersebut dengan kemudian telah sengaja melakukan 
tindak pidana yang bersangkutan. 
 
Dalam hal ini, baik pembujuk maupun yang dibujuk 
keduanya dapat dipertanggungjawabkan (dapat dipidana). 
Ada 5  (lima) syarat  penggerakkan yang dapat dipidana: 
a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk 
melakukan tindak pidana. 
b) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam 
Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP: pemberian, janji, 
penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh 
kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi 
kesempatan, alat, keterangan. 
c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana 
akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya 
dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP. 
                                                 
18  P.A.F Lamintang, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 634. 
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d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan 
atau percobaannya. 
e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan 
menurut hukum pidana. 
 
b. Pasal 56 KUHP Pembantuan/Mendeplichtige 
Dihukum sebagai orang yang melakukan kejahatan:  
1e. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan 
kejahatan itu. 
2e. barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, 
daya-upaya atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan itu.  
 
Berdasarkan Pasal diatas, maka ada 2 (dua) 
kemungkinan terjadinya pembantuan (medeplichtige) yang 
dapat disebut sebagai pembuat (orang yang melakukan 
kejahatan) sebagai berikut:19 
1) Membantu/pembantuan (medeplichtige) pada saat 
dilakukannya kejahatan. 
2) Membantu/pembantuan sebelum kejahatan itu dilakukan.  
 
2. Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) 
a. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) 
Jika dalam hal penyertaan, suatu delik dilakukan oleh 
beberapa orang, dalam concursus satu orang melakukan 
beberapa delik. Perbarengan tindak pidana atau gabungan 
delik sebagai terjemahan istilah Belanda samenloop, adalah 
                                                 
19  Amir Ilyas, dkk, Op.cit, hlm. 91. 
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tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara satu 
delik dan perbuatan ini tidak ada penjatuhan pidana.20   
Jika perbuatan tersebut diantarai oleh penjatuhan 
pidana, maka bukan merupakan concursus melainkan 
residive. Artinya setelah melakukan tindak pidana, ia dipidana, 
kemudian melakukan tindak pidana lagi. Dalam perbarengan 
tindak pidana tidak perlu diadili sekaligus, dapat pula 
dilakukan bertahap. Artinya, satu persatu perbuatan itu 
disidangkan dan diputus oleh hakim. Akan tetapi, pidana yang 
akan dijatuhkan, diperhitungkan dengan pidana yang 
dijatuhkan sebelumnya, berdasarkan aturan gabungan delik 
(Pasal 71 KUHP). 
Adami Chazawi dalam memberikan definisi tentang 
concursus ini beliau menggunakan istilah perbarengan delik 
yaitu:21 
Terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana 
delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, 
atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya 
belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. 
 
Sementara Lamintang menggunakan istilah samenloop 
dengan memberikan pengertian:22 
 Apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, 
                                                 
20  A.Z.Abidin dan A.Hamzah, 2010, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, PT 
Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 513.  
21  Adami Chazawi , 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 109. 
22 P.A.F Lamintang, Op.cit, hlm. 762. 
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seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku 
yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut 
orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi 
hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari 
perilaku-perilaku yang telah ia lakukan. 
 
b. Bentuk-bentuk Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) 
1) Concursus idealis (eendaadsche samenloop):  
Dalam bahasa Belanda concursus idealis disebut 
eendaadsche samenloop.23 Concursus idealis ialah 
apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan 
ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa 
ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan 
gabungan satu perbuatan. 
Concursus idealis adalah suatu perbuatan yang 
masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Artinya 
suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan 
hukum pidana. Dikatakan concursus Idealis, apabila: 
suatu perbuatan yang sudah memenuhi suatu rumusan 
delik, mau tidak mau masuk pula dalam peraturan pidana 
lain; dipandang dari sudut hukum pidana ada dua 
perbuatan atau lebih; dan antara perbuatan-perbuatan itu 
tidak dapat dipikirkan terlepas satu sama lain. 
 
                                                 
23 Amir Ilyas, dkk, Op.cit, hlm. 120. 
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Concursus idealis ini diatur dalam Pasal 63 KUHP 
yang berbunyi:  
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu 
aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah 
satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, 
yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok 
yang paling berat. 
(2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan 
pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka 
ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. 
 
Dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP sistem pemberian 
pidana yang dipakai adalah sistem absorbsi. Ada 
beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan, namun 
hanya satu yang dapat diterapkan, yaitu yang terberat 
saja ancaman pidananya. 24 
Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur 
hal lex specialis derogat legi generali (aturan undang-
undang yang khusus meniadakan aturan yang umum). 
Artinya satu perbuatan melanggar ketentuan yang umum 
dan juga melanggar ketentuan yang khusus, ketentuan 
yang khusus saja yang diterapkan.  Jadi, hanya satu 
ketentuan pidana yang diterapkan bukan yang terberat. 
Jadi dapat juga menjadi pengecualian dari Pasal 63 ayat 
                                                 
24 A.Z. Abidin dan A.Hamzah, Op.cit, hlm. 530. 
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(1) KUHP karena tidak mesti yang terberat yang 
ditetapkan, tetapi ketentuan khusus. 25 
Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa:26 
Pasal 63 KUHP itu tidak mengatur masalah 
penentuan hukuman atau masalah berat ringannya 
hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan ia 
mengatur masalah pemberlakuan undang-undang. 
 
2) Concursus realis (meerdaadsche samenloop):  
Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan 
(meerdaadsche samenloop), terjadi apabila seseorang 
melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing 
perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana 
(kejahatan/pelanggaran). Jadi tidak perlu sejenis atau 
berhubungan satu sama lain. 
Sistem pemberian pidana pada concursus realis 
menurut Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP adalah:27 
a) Untuk concursus realis berupa kejahatan yang 
diancam pidana pokok sejenis, berlaku Pasal 65 yaitu 
hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan 
bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari 
maksimum terberat ditambah sepertiga. 
b) Untuk concursus realis berupa kejahatan yang 
diancam pidana pokok tidak sejenis berlaku Pasal 66 
                                                 
25 Ibid, hlm. 531.  
26 P.A.F Lamintang, Op.cit, hlm.686. 
27 Amir Ilyas, dkk. Op.cit. hlm. 149-153. 
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yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap 
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh 
melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiga, sistem ini disebut sistem Kumulasi yang 
diperlunak. 
c) Untuk Concursus Realis berupa pelanggaran, berlaku 
Pasal 70 KUHP yang menggunakan sistem kumulasi. 
Namun menurut Pasal 70 ayat (2) KUHP, sistem 
kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 
bulan kurungan. 
d) Untuk Concursus Realis berupa kejahatan ringan, 
khusus untuk Pasal 302 (1), 352, 364, 373, 379 dan 
482 berlaku Pasal 70 bis yang menggunakan sistem 
kumulasi tetapi dengan pembatasan maksimum untuk 
penjara 8 bulan. 
e) Untuk Concursus Realis, baik kejahatan maupun 
pelanggaran untuk diadili pada saat berlainan, berlaku 
Pasal 71 KUHP.  
 
3) Perbuatan berlanjut (voortgezette handeling):  
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang 
melakukan beberapa perbuatan, dan di antara perbuatan-
perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat 
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sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai 
perbuatan lanjutan. 
Pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan 
berlanjut yang dalam bahasa Belanda disebut 
voortgezette handeling. Menurut Van Hattum:28 
Pasal 64 hanya mengenai ketentuan ukuran pidana 
tidak ada kaitannya dengan banyaknya delik, jika 
banyak delik yang dilakukan bersamaan bukan 
voortgezette handeling. 
 
Suatu perbuatan dikatakan termasuk dalam kategori 
perbuatan berlanjut apabila memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 
a) Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai 
perwujudan dari satu kehendak jahat. 
b) Delik yang dilakukan itu haruslah sejenis. 
c) Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan 
tersebut tidak terlampau lama. 
 
C. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
Korupsi berasal dari basaha latin, corruption, dalam bahasa 
Belanda disebut corruptie, dan dalam bahasa Inggris disebut 
corruption.  
                                                 
28 A.Z. Abidin dan A.Hamzah, Op.cit, hlm. 535. 
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Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, 
jahat, dan merusak.29  Dan menurut Subekti dan Tjitrosoedibio 
dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi; 
perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan Negara.30 
Dalam Ensiklopedia Indonesia korupsi adalah gejala dimana 
para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang 
dengan cara terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta 
ketidakberesan lainnya.31  Istilah korupsi yang telah diterima 
dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan 
oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: 
“korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang sogok dan sebagainya.”32 
Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan Black 
Law Dictionary yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang 
di lakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa 
keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan 
kebenaran-kebenaran lainnya. 
Menurut Transparency Internasional korupsi adalah perilaku 
pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara 
tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya 
mereka yang dekat dengan dirinya, dengan cara 
                                                 
29  Evi Hartanti, Op.cit. hlm. 9. 
30  Ibid  
31  Evi Hartanti, Op.cit. hlm. 8. 
32  Ermansjah Djaja, Op.cit. hlm 25. 
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menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada 
mereka.33 
Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. 
Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai  
bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang 
berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang 
menyangkut bidang kepentingan umum.34 
 
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari 
hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana khusus 
dimaksudkan sebagai ketentuan hukum pidana yang mengatur 
tentang kekhususan subyeknya dan perbuatan yang khusus. 
Pengertian tindak pidana korupsi adalah semua ketentuan hukum 
materil yang terdapat di dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 
Tahun 2001 yang diatur dalam Pasal-pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 12 A, 12 B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24.35   
Dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum UU No 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi disebutkan tentang Pengertian tindak pidana korupsi:36 
Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana 
yang dimaksud dalam UU No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang 
                                                 
33 KPK, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, hlm. 7.  
34 Evi Hartanti, Op.cit. hlm.9. 
35 Ermansjah Djaja, Op.cit, hlm. 25. 
36 Ibid.  
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telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
Dalam penjelasan UU No 7 Tahun 2006 tentang 
Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), 
pengertian tindak pidana korupsi adalah “ancaman terhadap 
prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, 
integritas dan akuntabilitas, serta keamanan, dan stabilitas bangsa 
Indonesia”. 
 
3. Unsur-unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 
a. Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah). 
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana 
mati dapat dijatuhkan. 
 
Pasal 2 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 
korupsi yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan bersifat 
umum dalam hal ini adalah dapat dilakukan siapa saja dari 
masyarakat umum.  
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Adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 
1999 jo UU No 20 Tahun 2001 sebagai berikut: 
1) Setiap Orang 
Setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
adalah pengertian dalam arti luas, siapa saja yang dapat 
bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai subjek 
hukum secara umum. Yang dimaksud setiap orang 
menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi ialah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau 
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan 
hukum maupun bukan badan hukum. 
2) Secara melawan hukum atau wederrechtelijk 
Melawan hukum artinya melakukan suatu perbuatan 
yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan 
dengan Undang-Undang. Yang dimaksud dengan “secara 
melawan hukum” dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 
20 Tahun 2001 mencakup perbuatan melawan hukum 
dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni 
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan 
perudang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut 
dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa 
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keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam 
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.  
Pengertian melawan hukum formil diartikan sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan 
hukum materil adalah segala perbuatan yang 
bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.37  
Sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi 
rumusan delik Undang-Undang. Sifat melawan hukum 
formil merupakan syarat untuk dapat dipidananya 
perbuatan. Sifat melawan hukum materiil merupakan 
suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya 
terdapat di dalam Undang-Undang (yang tertulis), tetapi 
harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak 
tertulis juga. 
Roeslan saleh mengemukakan: 38 
Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut 
melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar 
bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga 
bertentangan dengan hukum tidak tertulis. 
 
Simon juga berpendapat, bahwa:39 
Yang dimaksud dengan melawan hukum tidak 
bertentangan atau dengan hukum pada umumnya, 
                                                 
37  Marwan Effendy, 2011, Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-isu 
Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi), Referensi, Jakarta Selatan, hlm. 113 
38  R. Wiyono, 2009, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32. 
39  Marwan Effendy, Op.cit, hlm. 114. 
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jadi tidak hanya sekedar bertentangan dengan 
hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan 
dengan hukum yang tidak tertulis.  
 
Sejalan dengan pedapat Simon, Bambang 
Poernomo menyatakan: 
Suatu perbuatan itu dapat dikatakan melawan 
hukum, bila memenuhi dua ukuran, yaitu sifat 
melawan hukum formil dan sifat melawan hukum 
yang materiil.40 
 
Sebaliknya Noyon T.J. berpendapat lain, “bahwa 
melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum 
yang tertulis saja”.41 
3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi 
Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur 
melawan hukum dari ketentuan tentang tindak pidana 
korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
korporasi. Dengan demikian, sebagai akibat hukum dari 
perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi 
tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika 
tidak secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut bukan 
                                                 
40  Ibid 
41  Ibid  
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merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1).42 
Pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi menurut penjelasan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, dapat berarti subjek hukum dari tindak pidana ini 
menjadi kaya atau bertambah harta kekayaannya, 
sedangkan pengertian memperkaya orang lain, atau suatu 
korporasi dapat diartikan sebagai perbuatan menjadikan 
orang lain atau korporasi menjadi kaya atau bertambah 
harta (aset) kekayaannya.  
Yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang 
dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara yang 
tidak benar, misalnya: menjual/membeli, menandatangani 
kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat 
tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 
Memperkaya juga dapat berarti adalah menjadikan orang 
                                                 
42  R. Wiyono, Op.cit, hlm. 39. 
31 
 
yang belum kaya menjadi kaya dan orang yang sudah 
kaya bertambah kaya.43   
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara 
 
Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa 
“merugikan keuangan atau perekonomian negara” 
menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup 
dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 
dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.  
Untuk menetukan dapat tidaknya atau bisa tidaknya 
keuangan negara dirugikan perlu diketahui berapa besar 
potensi dari kerugian tersebut (potential lost). Artinya 
perkiraan besarnya potential lost  yang ditimbulkan oleh 
perbuatan tersangka atau terdakwa tersebut tidak saja 
harus diukur, tetapi juga real dan lambat atau cepat harus 
terjadi yang nyata-nyata merugikan negara.44 
Yang dimaksud dengan merugikan adalah sama 
artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, 
sehingga dengan demikian yang dimaksud merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara adalah 
                                                 
43 Ibid. hlm. 40 
44 Marwan Effendy, Op.cit, hlm. 111. 
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sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara 
atau berkurangnya keuangan negara.45 
Salah satu unsur yang harus dibuktikan dalam 
pengungkapan tindak pidana korupsi yang sering 
memunculkan polemik adalah unsur kerugian Negara. 
Menurut penjelasan Undang-Undang No 31 Tahun 
1999 alinea ke 4 (empat), keuangan Negara adalah 
seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang 
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di 
dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala 
hak dan kewajiban yang timbul karena: 
a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik 
ditingkat pusat maupun didaerah; 
b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ 
Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, 
dan perusahaan yang menyertakan modal negara 
atau perusahaan yang menyertakan modal pihak 
ketiga berdasarkan perjanjian Negara. 
Dan yang dimaksud dengan perekonomian negara 
menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dalam alinea 
                                                 
45 Ibid. hlm. 41. 
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ke 5 (lima) adalah kehidupan perekonomian yang disusun 
sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan 
atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan 
pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun 
ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yang bertujuan memberi manfaat 
kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh 
kehidupan rakyat. 
 
Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 
ayat (2). Bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" 
dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan 
alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi 
yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-
dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan 
bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan krisis 
ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana 
korupsi. 
b. Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana 
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dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah). 
 
Pasal 3 ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan 
wewenang/kekuasaan.  
Adapun unsur-unsur dari Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo 
UU No 20 Tahun 2001 sebagai berikut: 
1) Setiap Orang 
Sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi dalam Pasal 
ini ditentukan “setiap orang”, pengertian setiap orang dalam 
Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana  yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang 
perseorangan atau termasuk korporasi. Tetapi pelaku tindak 
pidana korupsi yang dimaksud harus memangku/memiliki 
suatu jabatan atau kedudukan. Oleh karena yang dapat 
memangku suatu jabatan atau kedudukan hanya orang 
perseorang, maka tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 hanya 
dapat dilakukan oleh orang perseorang, sedang korporasi 
tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tersebut.  
Setiap orang dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) berbeda 
dengan rumusan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi, bahwa “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat 
(1) adalah pengertian dalam arti luas, siapa saja yang dapat 
bertanggungjawab atas perbuatannya sebagai subjek hukum 
secara umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 memiliki 
spesifik tersendiri, yaitu setiap orang sebagai subjek hukum 
yang memiliki jabatan atau kedudukan. 
2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi 
Kata “dengan tujuan” mengandung pengertian sebagai 
niat, kehendak atau maksud, yaitu kehendak untuk 
menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau 
menguntungkan suatu korporasi. Bahwa yang dimaksud 
“menguntungkan” adalah mendapatkan untung atau 
mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak 
didapatkan. 
Menurut R. Wiyono, menyatakan:  
Yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya 
dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang 
diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari 
pengeluaran lebih lanjut dari pendapatan yang 
diperolehnya.46 
 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan unsur 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi 
                                                 
46 Ibid. hlm. 46 
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adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi.47 
Pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 
korporasi tidak dijelaskan didalam Undang-Undang No 31 
Tahun 1999 jo Undang-Undang No 21 Tahun 2001, tetapi 
kelaziman didalam praktek pengertian menguntungkan diri 
sendiri, orang lain atau korporasi diartikan sebagai menambah 
harta kekayaan atau harta benda atau juga dapat diartikan 
orang tersebut atau orang lain atau korporasi tersebut telah 
menikmati hasil-hasil yang diperolehnya dari perbuatan 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.48 
Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang 
terdapat di dalam Pasal 3, unsur menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau korporasi tersebut adalah tujuan dari 
pelaku tindak pidana korupsi.49 
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya 
 
Yang dimaksud dengan kata “kewenangan” adalah suatu 
hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya 
dengan jabatan atau kedudukan. Atau “kewenangan” adalah 
                                                 
47 Ibid 
48 Marwan Effendy, Op.cit, hlm. 125. 
49 R.Wiyono, Op.cit, hlm. 46. 
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hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan 
sesuatu.50   
Yang dimaksud dengan “kesempatan” berarti peluang 
atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan 
perbuatan tertentu. Atau “kesempatan” adalah peluang yang 
dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, 
peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan 
tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau 
kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak 
pidana korupsi.51  
Yang dimaksud dengan “sarana” berarti sebagai suatu 
alat, cara atau media untuk mencapai maksud dan tujuan.  
Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi seperti yang 
terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan 
“sarana” adalah cara kerja atau metode yang berkaitan 
dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana 
korupsi.52 
Kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan 
pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam 
rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum. Atau 
                                                 
50 Ibid. hlm. 47. 




jabatan ialah sekelompok posisi yang sama dalam suatu 
organisasi. Menurut E. Utrecht-Moh.Saleh Djindang:53 
Yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan 
pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna 
kepentingan negara/kepentingan umum atau yang 
dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang 
diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan 
suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyak 
dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan bersifat 
duurzaam atau tidak dapat diubah begitu saja. 
 
Secara umum kedudukan ialah sebuah posisi. Menurut  
Soedarto yang dimaksud dengan kedudukan yang disamping 
dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak 
pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana 
korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan 
swasta.54 Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI 
tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang 
dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa 
terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan 
kesempatan, karena  kedudukannya masing-masing sebagai 
direktur CV dan  pelaksana dari CV, telah dinyatakan  terbukti 
melakukan tindak pidan korupsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No 3 Tahun 1971.55     
Bahwa dengan memperhatikan pandangan hukum diatas 
maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam 
                                                 
53 Ibid. hlm. 51. 




tindak pidana  Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 
Tahun 2001 yaitu: 
1) Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi  
dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukannya”.  
Yang dimaksud Pegawai Negeri adalah meliputi :56 
a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Kepegawaian; 
b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana; 
c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 
negara atau daerah; 
d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 
korporasi yang menerima bantuan dari keuangan  
negara atau daerah; atau 
e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi 
lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari 
negara atau masyarakat. 
2) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri 
atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana 
                                                 
56 Pasal 1angka 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 
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korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena kedudukannya saja”. 
 
Secara umum yang dimaksud menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabataan atau kedudukan adalah menggunakan 
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada 
jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh 
pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud 
memberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana 
tersebut.57 
4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara 
 
Unsur dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara memiliki penjelasan yang sama dengan 
Pasal 2 ayat (1) diatas. 
 
4. Jenis Penjatuhan Pidana pada Perkara Tindak Pidana Korupsi 
Jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan oleh hakim 
terhadap terdakwa tindak pidana korupsi sebagai berikut: 
a. Pidana Mati 
Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara sebagimana 
                                                 
57 R. Wiyono, Op.cit. hlm. 46. 
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ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 jo 
UU No 20 Tahun 2001 yang dilakukan dalam “keadaan 
tertentu”. Keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku 
tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan 
pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana 
alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, 
atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi 
(moneter).58 
b. Pidana Penjara 
Pidana penjara dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beragam sesuai 
dengan pengaturan pasal perpasalnya. Dalam Undang-
Undang tersebut sudah dikenal dengan adanya pidana 
minimum khusus. Pidana minimum khusus adalah sanksi 
pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dan 
diatur dalam Pasal perpasal secara khusus. Pidana penjara 
paling ringan ialah penjara 1 ( satu) tahun, dan pidana penjara 
paling lama 20 (dua puluh) tahun.  
Berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal 
minimum khusus, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 
                                                 
58  Evi Hartanti, Op.cit. hlm. 12. 
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2001 memperkenalkan minimum khusus, baik pidana penjara 
maupun pidana denda dengan rinciannya sebagai berikut:59 
a. Pasal 2: minimum pidana penjara 4 (empat) tahun dan 
denda minimum 200 juta rupiah.  
b. Pasal 3: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan 
denda minimum 50 juta rupiah. 
c. Pasal 5: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan 
denda minimum 50 juta rupiah. 
d. Pasal 6: minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 
denda minimum 150 juta rupiah. 
e. Pasal 7: minimum pidana penjara 2 (dua) tahun dan 
denda minimum 100 juta rupiah. 
f. Pasal 8: minimum pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 
denda minimum 150 juta rupiah. 
g. Pasal 9: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan 
denda minimum 50 juta rupiah. 
h. Pasal 10: minimum pidana penjara 2 (dua) tahun dan 
denda minimum 100 juta rupiah. 
i. Pasal 11: minimum pidana penjara 1 (satu) tahun dan 
denda minimum 50 juta rupiah. 
j. Pasal 12: minimum pidana penjara 4 (empat) tahun dan 
denda minimum 200 juta rupiah. 
                                                 
59  Andi Hamzah, 2008, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 
Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115. 
43 
 
c. Pidana Tambahan 
1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang 
tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang 
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana 
korupsi, termasuk perusahan milik terpidana dimana 
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang 
yang menggantikan barang-barang tersebut. 
2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi. 
3) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk 
waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
4) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 
yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada 
terpidana. 
5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling 
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, 
maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang 
untuk menutupi uang pengganti tersebut. 
6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang 
mecukupi untuk membayar uang pengganti maka 
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terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 
memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya 
sesuai ketentuan UU No 31 tahun 1999 jo UU No 20 
tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah 
ditentukan dalam putusan pengadilan. 
d. Gugatan Perdata kepada Ali Warisnya 
Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat 
dilakukan penyidikan atau terdakwa meninggal dunia pada 
saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan 
secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka 
penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita 
acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau 
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan 
gugatan perdata terhadap ahli warisnya. 
e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas 
Nama Suatu Korporasi 
 
Tindak pidana korupsi dapat saja dilakukan oleh suatu 
korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana 
denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). 
Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 
(ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
 
5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disingkat pengadilan 
Tipikor adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan 
Peradilan Umum.60  Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan 
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus 
perkara:61 
a. tindak pidana korupsi; 
b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya 
adalah tindak pidana korupsi;  
c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain 
ditentukan sebagai tindak pidana korupsi; 
 
Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah 
hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 62  
Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Saat ini pengadlan Tipikor telah dibentuk 
di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota 
provinsi. 
                                                 
60  https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi,  diakses, pada 
tanggal 25 Oktober 2015, pukul 17.05 Wita. 
61   Pasal 6, UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
62  http;/www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf diakses pada tanggal 24 
Oktober 2015, pukul 16.18 WITA. 
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Hakim Pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim 
ad hoc. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, 
pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai 
hakim tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan Ketua 
Mahkamah Agung. Hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat 
berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang 
ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim ad hoc diangkat 
untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat 
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 
Dengan adanya pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
diharapkan akan membantu untuk mengurangi timbulnya Tindak 
pidana korupsi di Indonesia juga untuk membantu Pengadilan 
Negeri dalam menangani kasus-kasus korupsi. 
 
D. Putusan Hakim 
1. Definisi Putusan Hakim 
Pengertian hakim dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang 
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Dan 
pengertian hakim menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman: 
Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim 
pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
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negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada 
dalam lingkungan peradilan tersebut.  
 
Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan 
Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah 
“hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan 
dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk 
tulisan ataupun lisan”.63  Adapula yang mengartikan putusan 
hakim sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari 
pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. 
Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari 
kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari 
pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum 
yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan 
pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai 
azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1  
ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada 
Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan 
Undang-Undang. 
 
2. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana  Korupsi 
Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan 
bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah 
                                                 
63 Evi Hartanti, Op.cit. hlm. 54. 
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majelis, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 193 ayat 
(1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa 
tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas dan putusan 
pemidanaan. 64 
a. Putusan Bebas  
Dalam praktek putusan bebas yang lazim disebut 
acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga 
disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, 
putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau 
tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena: dari 
pemeriksaan sidang di pengadilan, dan kesalahan terdakwa 
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan. 
Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP 
menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang 
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut ketentuan 
hukum acara pidana.  
 
                                                 
64 Ibid. hlm. 63-65. 
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b. Putusan Pemidanaan 
Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat 
terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis 
hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). 
Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika 
terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat 
diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut 
ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam 
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila 
tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) 
huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam 
aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan 
dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau 
membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu 
(Pasal 193 ayat (2) KUHAP). 
 
3. Dasar-dasar Penjatuhan Putusan Hakim 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan 
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. 
Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah hakim 
anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan 
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secara keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah 
untuk mufakat. Jika permufakatan bulat tidak diperoleh, putusan 
diambil dengan suara terbanyak. Adakalanya para hakim berbeda 
pendapat atau pertimbangan sehingga suara terbanyakpun tidak 
dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang 
dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan 
terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) 
pengambilan putusan tersebut dicatat dalam buku Himpunan 
Putusan yang disediakan secara khusus untuk itu yang sifatnya 
rahasia.65 
Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan 
hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 66 
Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai 
hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan 
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam 
peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-
yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat 
perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa. 
 
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan, yakni: 
a. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim. 
                                                 
65  Evi Hartanti, Op.cit. hlm. 54-55. 
66  Rusli Muhammad, 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hlm. 212-221. 
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b. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim. 
c. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim. 
Selain faktor-faktor diatas, hakim akan mempertimbangkan 
hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, yang 
juga akan mempengaruhi putusan Hakim. Dalam hal menjatuhkan 
putusan, sebelumnya harus dilakukan pembuktian. Pembuktian 
sekurang-kurangnya harus ada  dua   alat   bukti   yang  sah  dan 
didukung keyakinan hakim.  
Hal ini tercantum dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut:  
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 
kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya. 
 
Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem 
pembuktian negatif, yang berarti hanya mengakui adanya alat-alat 
bukti yang sah yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Di luar tersebut bukan merupakan alat 
bukti yang sah.67 
Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk 
menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana 
adalah: 
a. Adanya alat bukti yang cukup dan sah. 
b. Adanya keyakinan hakim. 
                                                 
67 Evi Hartanti, Op.cit, hlm. 55 
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Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP ialah: 
a. Keterangan saksi 
b. Keterangan ahli 
c. Surat  
d. Petunjuk 
e. Keterangan terdakwa 
Dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 
No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi Pasal 26A ada tambahan mengenai alat bukti yang sah 
dalam bentuk petunjuk, yaitu: 
1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, 
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik 
atau yang serupa dengan itu; dan 
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang 
dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat 
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik 
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, 
maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, 
suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, 









A. Lokasi penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis akan melakukan 
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang 
di pilih yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan 
Negeri Makassar sebagai instansi yang berwenang penuh dalam 
penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis.  
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya 
jawab kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, yakni Hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri 
Makassar yang memutus perkara ini.  
2. Teknik Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang didapat 
sebagai teknik penelitian hukum dengan cara membaca dan 
memperlajari berbagai buku, hasil penelitian, putusan Pengadilan 





C. Jenis dan Sumber Data 
Data adalah suatu keterangan atau fakta dari obyek yang diteliti. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu: 
a. Data Primer  
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di 
lapangan, melalui wawancara dengan pihak yang terkait langsung 
dengan kasus tindak pidana korupsi dalam putusan yang menjadi 
fokus kajian penulis. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder atau data kepustakaan adalah data yang diperoleh 
secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat 
mendukung sumber data primer. Data tersebut digolongkan 
menjadi: 
1) Bahan hukum primer: 
a) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
d) Putusan Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks 
2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, 
hasil penelitian, berita internet berkaitan dengan tindak pidana 
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korupsi dan dokumen-dokumen tentang putusan pidana 
korupsi. 
 
D. Analisis Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang 
dilaksanakan melalui tahapan-tahapan: pengumpulan data, 
mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang 
ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. 
Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna 
memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Korupsi Pada Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu 
dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks 
 
Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam 
kasus yang penulis teliti, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan 
apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana materil. 
Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil 
sebagai berikut:68 
1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat 
dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggran 
pidana. 
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang 
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oranf-orang tertentu, atau dengan 
kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil 
diwujudkan sehingga memperoleh keputusan Hakim serta cara 
melaksanakan putusan Hakim. 
 
sedangkan menurut J.M. Van Bammelen:69 
Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-
turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan 
pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil 
mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan 
menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempataan itu. 
1. Posisi Kasus 
                                                 
68  Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Mahakarya Rangkang Offset, 
Yogyakarta, hlm. 9. 
69  Ibid  
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Pada tanggal 28 Agustus 2011 Pemerintah Kabupaten Luwu memperoleh 
bantuan pembangunan gedung olahraga sebesar Rp7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (ABPN) tahun anggaran 2011. Pekerjaan proyek pembangunan 
gedung olahraga tersebut dikerjakan oleh Ir. Daniel Rendeng (alm) selaku 
kuasa Direktur PT Aslin Jaya dan bertindak sebagai penyedia jasa proyek 
pembangunan GOR Kab. Luwu, Drs. H. Andi Musakkir, MM bertindak 
sebagai Ketua Komite, dan Terdakwa Sudarman, ST selaku Konsultan 
Pengawas. Adapun peranan atau tugas Terdakwa Sudarman, ST adalah 
untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan GOR dan juga membuat 
dan menyerahkan laporan yang berhubungan dengan perkembangan 
pekerjaan pembangunan gedung olahraga. Anggaran proyek ini diberikan 
pada Tahun 2011, namun pembagunan baru dimulai pada Tahun 2012 
hingga Tahun 2013 dan proyek pembangunan gedung olahraga tidak 
selesai 100%. 
Dalam pelaksanaan pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu, Terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan Kerangka 
Acuan Kerja (KAK) yakni tidak memeriksa kesesuaian pelaksanaan 
pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada desain perencanaan 
pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot pekerjaan terhadap 




Dengan demikian, Terdakwa yang bertindak selaku konsultan pengawas 
pembangunan gedung olahraga menyalahgunakan wewenangnya karena 
tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengerjaan proyek a quo dengan 
benar, memberikan laporan yang tidak sesuai atau telah membuat laporan 
kemajuan proyek yang keliru tidak sesuai dengan progres pekerjaan fisik 
yang sesungguhnya, Terdakwa juga telah memberikan persetujuan 
pencairan meski mengetahui proyek tidak tuntas sehingga anggaran 
proyek dibayarkan kepada rekanan sepenuhnya. Padahal pekerjaan tidak 
selesai sebagaimana kontrak kerja. Sehingga hal tersebut mengakibatkan 
adanya kerugian negara. Dalam kasus ini telah diduga adanya hubungan 
kerjasama yang terjalin antara Terdakwa dengan Drs. H. Andi Musakkir, 
MM selaku ketua komite dan Ir. Daniel Rendeng (alm) selaku rekanan 
atau kontraktor, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah 
memberikan keuntungan pada kedua orang tersebut. 
Berdasarkan fakta dalam persidangan, total kerugian negara akibat 
perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp1.899.816.559,06 (satu miliar 
delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu 
lima ratus lima puluh sembilan rupiah enam sen), hal mana dikuasai oleh 
Ketua Komite Drs. H. Andi Musakkir, MM sebesar   Rp1.598.059.152,00 
(satu miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh sembilan 
ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan diterima sebagai keuntungan Ir. 
Daniel Rendeng (alm) adalah sebesar Rp301.757.407,06 (tiga ratus satu 




2. Dakwaan Penuntut Umum 
Surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsidair. 
Adapun perbuatan atau tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut 
Umum terhadap Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam putusan 
perkara Nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks, berdasarkan Surat 
Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut: 
 
Primair 
Bahwa ia Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin selaku Supervisi Engineer 
CV. Intensivindo berdasarkan surat kuasa Nomor: 08/A/INT/IX/2012 
tanggal 5 September 2012 bertindak sebagai pelaksana konsultan 
pengawas pembangunan gedung olahraga (GOR) Kabupaten Luwu, baik 
secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-
sama sebagai turut serta melakukan dengan Drs.H.Andi Musakkir, MM. 
bin M. Kasim selaku ketua komite pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu dan Ir. Daniel Rendeng  (alm) selaku kuasa Direktur PT 
Aslin Jaya sebagai penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung 
olahraga Kabupaten Luwu, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat 
lagi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor CV. 
Intensivindo beralamat jalan Sungai Saddang Baru No. 46 D Makassar, 
dan/atau Jalan Kompleks Ukhuwah blok C No. 30 Makassar, dan atau 
jalan K.H.Hasyim No. 10 kota Palopo, kantor Dinas pendidikan Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Luwu, dan di kantor Badan Perencanaaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam wilayah hukum 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makssar, 
secara melawan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengawasan 
teknis pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu tidak memeriksa 
kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada 
desain     perencanaan pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot 
pekerjaan terhadap pekerjaan yang terselesaikan maupun deviasi 
pekerjaan yang belum terselesaikan serta tidak membuat dan 
menyerahkan laporan terkait dengan perkembangan pekerjaan. Sehingga 
bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 
45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Gedung Negara, Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu pada 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu Tahun anggaran 
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2012, surat perjanjian (kontrak) No: 03/KONT/PPK-
PWS.GOR/DIKPORA/LW/IX/2012 tanggal 3 September 2012  paket 
pekerjaan: pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu 
dan surat tugas Nomor: 08/A/INT/IX/2012 tanggal 5 September 2012. Dan 
dengan ini melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi, yakni memperkaya orang lain yaitu Drs. H. Andi 
Musakkir, MM. bin M. Kasim sebesar Rp1.560.375.184,00 (satu miliar lima 
ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan 
puluh empat rupiah), dan Ir. Daniel Rendeng (alm) sebesar 
Rp451.757.407,06 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh 
tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah enam sen). Yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar 
Rp2.012.114.591,06 (dua miliar dua belas juta seratus empat belas ribu 
lima ratus sembilan puluh satu rupiah enam sen), yang dilakukan 
Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:  
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011 Pemerintah Kabupaten Luwu 
melalui Komite Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu 
memperoleh bantuan pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu 
sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan 
surat keputusan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Nomor 
0411.A Tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011.  Selanjutnya Deputi bidang 
Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora selaku KPA menunjuk asisten 
Deputi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan perjanjian kerjasama 
dengan komite pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu, yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 
Anggaran 2011 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 
0015/092-01-1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan kode 
program 092.01.07.3824.02.001.016. 
Bahwa pada tanggal 5 September 2011 Pemerintah Kabupaten Luwu 
melalui Drs. H. Andi Musakkir, MM. selaku Ketua Komite Pembangunan 
Gedung Olahraga Luwu dan Drs. Brahmantory selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen/asisten Deputi Pengembangan Prasana dan Sarana 
Keolahragaan menandatangani perjanjian Nomor: 205.C/MEMPORA/D.V. 
PPK/ 09/2011 dan Nomor: 002/B/Komite/GOR/IX/2011. Selanjutnya dana 
bantuan tersebut ditransfer ke rekening giro komite pembangunan GOR 
Kabupaten Luwu pada bank BNI cabang Palopo Nomor: 0229712135 atas 
nama komite pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu pada 
tanggal 27 Desember 2011. 
Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Drs. H. Andi Musakkir, MM. 
mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Drs. Brahmantory 
selaku PPK melalui surat Nomor: 05/KOMITE/GOR-LW/XI/2011 dengan 
alasan tahun anggaran 2011 hanya menyisakan  waktu 3 hari sejak dana 
bantuan masuk ke rekening komite pembangunan GOR Luwu. 
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Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 Drs. H. Andi Musakkir, MM., 
dan Drs. Brahmantory menandatangani addendum perjanjian kerja sama 
Nomor: 525.E/MENPORA/ D.V.PPK/12/2011 dan Nomor: 
006/Komite/GOR/XII/2012 yang pada pokoknya memperpanjang waktu 
pelaksanaan proyek pembangunan GOR sampai dengan tanggal 31 
Desember 2012. 
Bahwa untuk menunjang pembangunan gedung olahraga tersebut, pada 
Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas pendidikan 
pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran 
sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan 
pengawasan pembangunan gedung olahraga berdasarkan Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Tahun anggran 2012 Nomor: 1.18.1.01.21.04.5.2. 
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Drs. H. Andi Musakir, MM bersama-
sama dengan Ir.Daniel Rendeng (alm) selaku kuasa Direktur PT. Aslin 
jaya menandatangani surat perjanjian pemborongan Kerja (kontrak) 
Nomor: 001/KTRK/GOR-LW/VII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang pada 
pokoknya Komite pembangunan GOR mengadakan perjanjian dengan PT. 
Aslin Jaya untuk membangun Gedung Olah Raga (GOR)  senilai 
Rp7.339.990.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta 
sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 
120 hari kalender dari tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 
20 Desember 2012. 
Bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung olahraga Kabupaten 
Luwu akan dilaksanakan namun belum ditunjuk penyedia jasa konsultan 
pengawas pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu, sehingga 
pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu 
melaksanakan proses pelelangan pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu tidak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Bahwa Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin meminjam perusahaan CV. 
Intensivindo, dengan cara terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin berperan 
aktif dalam proses pelelangan pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu, yakni membawa 
dokumen kualifikasi dan penawaran dari CV. Intensivindo, bertemu 
dengan panitia pelelangan dan mengurus dokumen-dokumen terkait 
pelelangan pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu. Kemudian CV. Intensivindo ditunjuk sebagai penyedia 
jasa konsultan pengawas pekerjaan pengawasan teknis pembangunan 
Gedung Olah Raga Kabupaten Luwu berdasarkan surat perjanjian 
pekerjaan (kontrak) Nomor: 02/KONT/PPK-PWS.GOR/ DIKPORA/ 
LW/IX/2012 tanggal 3 September 2012 antara Harianto, ST selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu dan Ir. Mantong selaku kuasa 
Direktur CV. Intensivindo berdasarkan Akta Notaris Hj. Hawatiah M. Saleh, 
SH.,MKn. Nomor: 32 tanggal 27 Januari 2010, yang dalam 
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pelaksanaannya dilaksanakan oleh Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin 
sesuai dengan surat tugas Nomor: 08/A/INT/IX/2012 tanggal 5 September 
2012, bertanggung jawab antara lain:  
a. Mengurus, menjalankan, atau melaksanakan segala sesuatu 
yang berkenaan dengan pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga. 
b. Menerima/melaksanakan perintah dari pemberi proyek dan 
mengadakan usulan-usulan yang dianggap perlu. 
c. Merekrut tenaga-tenaga yang diperlukan guna pelaksanaan 
proyek. 
d. Melakukan penagihan, menerima dan mencairkan termin-
termin dan penagihan atau pembayaran pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. 
e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada pemberi tugas 
yang berhubungan dengan perkembangan pekerjaan.  
Bahwa berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor: 
02/KONT/PPK.PWS.GOR/DIKPORA/ LW/IX/2012 tanggal 3 September 
2012, konsultan pengawas melaksanakan pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2012 
berpedoman pada seluruh ketentuan atau aturan administrasi serta teknis 
yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan 
pengawasan teknis pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 
anggaran 2012. 
Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perkerjaan 
pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu TA. 2012, 
konsultan pengawas mempunyai tujuan mengawasi pelaksanaan 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu sehingga pembangunan 
tersebut dapat berjalan sesuai dengan standar teknis perencanaan yang 
ada. Adapun lingkup pekerjaan sebagai berikut: 
a. Melakukan pengawasan teknis terhadap pekerjaan yang ada 
pada Rencana Anggran Biaya (RAB) pelaksanaan pekerjaan 
yang dimaksud. 
b. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaaan dengan 
rencana kerja yang ada pada desaian perencanaan 
pekerjaan. 
c. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis 
pelaksanaan bila terdapat perubahan dari perencanaan awal. 
d. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan teknis 
yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan. 
e. Melakukan perhitungan bobot perkerjaan terhadap pekerjaan 




f. Membuat laporan akhir pekerjaan pengawasan terhadap 
pekerjaan yang terselesaikan. 
Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan teknis pembangunan GOR  Kab. 
Luwu, Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin tidak melaksanakan sesuai 
dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni tidak memeriksa kesesuaian 
pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada desain 
perencanaan pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot pekerjaan 
terhadap pekerjaan yang terselesaikan maupun deviasi pekerjaan yang 
belum terselesaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan 
dilapangan oleh tim dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tertuang dalam 
laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu tanggal 16 September 2014 dan dibandingkan dengan 
laporan bulanan (bobot fisik lapangan) ke XIII tertanggal 11 Agustus 2013 
yang ditandatangani Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin selaku 
Konsultan Pengawas pembangunan, Rahim A. Hidayat, ST. selaku 
Pengawas Teknis Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu, Harianto, 
ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Gedung 
Olahraga Kab. Luwu, Drs. H. Andi Musakkir, MM. selaku Ketua Komite 
Pembangunan Gedung Olahraga  Kab. Luwu dan Ir. Daniel Rendeng 
(alm) selaku Kuasa Direktur PT. Aslin Jaya (kontraktor pelaksana 
Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Luwu), terdapat selisih 
hasil pekerjaan sebesar Rp1.756.528.800,53 (satu miliar tujuh ratus lima 
puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah 
lima puluh tiga sen). 
Bahwa dengan adanya laporan kemajuan pekerjaan (bobot fisik lapangan) 
yang dibuat oleh Terdakwa Sudarman, ST. sehingga Drs. H. Andi 
Musakkir, MM. melakukan penarikan dana dari rekening Komite dan 
melakukan Pembayaran kepada Ir. Daniel Rendeng (alm) sebagai berikut: 
a. Pembayaran tahap II, tertanggal 3 Juni 2013, dan kemudian 
dibayarkan dengan menarik uag dari Giro sebesar               
Rp1.284.817.300,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh 
empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah). 
b. Pembayaran tahap III, tertanggal 16 Agustus 2013, 
dibayarkan dengan menarik uang dari giro sebesar  
Rp1.989.270.400,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh 
sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah). 
c. Pembayaran tahap IV, tertanggal 29 Agustus 2013, 
dibayarkan dengan menarik uang dari giro sebesar             
Rp2.597.904.300,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh 
tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah). Dan 
dibayarkan kepada rekanan yakni PT. Aslin Jaya sebesar   
Rp1.496.851.948,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh 
enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus 
empat puluh delapan rupiah), sedangkan sisanya sebesar  
Rp1.101.052.352,00 (satu miliar seratus satu juta lima puluh 
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dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) disimpan direkening 
penampung, yakni Nomor rek: 0298830815. 
Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin tidak memeriksa 
kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada 
desain perencanaan pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot 
pekerjaan terhadap pekerjaan yang terselesaikan maupun deviasi 
pekerjaan yang belum terselesaikan serta  tidak  membuat  dan  




perkembangan pekerjaan, hal ini bertentangan dengan: 
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 
27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara.  
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengawasan teknis 
Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Luwu 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu 
Tahun Anggaran 2012. 
c. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 03/KONT/PPK-
PWS.GOR/DIKPORA/LW/IX/2012 tanggal 3 September 2012 
paket pekerjaan: Pengawasan Teknis Pembangunan Gedung 
Olahraga Kab. Luwu. 
d. Surat Tugas Nomor: 08/A/INT/IX/2012 tanggal 5 September 
2012.  
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin baik secara 
sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai 
turut serta melakukan dengan Drs. H. Andi Musakkir, MM. selaku Ketua 
Komite Pembangunan Gedung Olahraga dan Ir. Daniel Rendeng (alm) 
selaku Kuasa Direktur PT. Aslin Jaya, telah memperkaya Drs. H. Andi 
Musakkir, MM. sebesar Rp1.560.375.184,00 (satu miliar lima ratus enam 
puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat 
rupiah), dan Ir. Daniel Rendeng (alm) sebesar Rp451.757.407,06 (empat 
ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus 
tujuh rupiah enam sen). Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan 
dilapangan oleh tim dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tertuang dalam 
laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu tanggal 16 September 2014 diperoleh hasil pengukuran 
fisik bangunan dan perhitungan nilai realisasi pekerjaan sebesar 
Rp5.507.962.567,05 (lima miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus enam 
puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah lima sen), sehingga 
terdapat selisih kurang dari nilai kontrak pekerjaan senilai 
Rp1.181.447.856,46 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta empat 
ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah empat 
puluh enam sen). Dan ditambah dengan nilai pekerjaan kursi portable 
(tribun) sebanyak 432 set pada kontrak sebesar Rp799.200.000 (tujuh 
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ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), namun hasil 
perhitungan sebesar Rp224.149.055,89 (dua ratus dua puluh empat juta 
seratus empat puluh sembilan ribu lima puluh liam rupiah delapan puluh 
sembilan enam sen). Sehingga terdapat selisih hasil pekerjaan sebesar 
Rp575.050.944,11 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima puluh ribu 
sembilan ratus empat puluh empat rupiah sebelas sen), dengan jumlah 
keseluruhan selisih hasil pekerjaan sebesar Rp1.756.528.800,53 (satu 
miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu 
delapan ratus rupiah lima puluh tiga sen).  
Berdasarkan hasil perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang 
tersebut, auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perhitungan 
kerugian keuangan Negara dan diperoleh hasil kerugian Negara 
sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit  dalam rangka 
perhitungan kerugian keuangan Negara atas kegiatan Pembangunan 
Gedung Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: LAPKKN-928/PW.21/5/2014 
tanggal 7 November 2014, sebesar Rp2.012.114.591,06 (dua miliar dua 
belas juta seratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah 
enam sen), yang dihitung sebagai berikut:  
1
) 
Realisasi pembayaran atas kontrak 
pembangunan Gedung Olahraga 










Selisih (1 – 2)  Rp1.739.806.559,06 
4
) 
Sisa dana bantuan dan jasa 
giro/bunga bank 
  Rp  272.308.032,00 
5
) 
Kerugian keuangan Negara (3+4)  Rp2.012.114.591,06 
 
Perbuatan Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin diancam pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab 




Bahwa ia Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin selaku Supervisi Engineer 
CV. Intensivindo berdasarkan surat kuasa Nomor: 08/A/INT/IX/2012 
tanggal 5 September 2012 bertindak sebagai Pelaksana Konsultan 
Pengawas Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Luwu, 
baik secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan maupun 
bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan Drs.H.Andi 
Musakkir, MM. bin M. Kasim selaku Ketua Komite Pembangunan Gedung 
Olahraga Kabupaten Luwu (disidang terpisah dan telah diputus terbukti 
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korpsi pada Pengadilan Negeri Makassar 
Nomor: 92/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 14 April 2015) dan Ir. Daniel 
Rendeng (alm) selaku Kuasa Direktur PT Aslin Jaya sebagai Penyedia 
Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu, pada 
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2011 sampai 
dengan tahun 2013, bertempat di kantor CV. Intensivindo beralamat jalan 
Sungai Saddang Baru No. 46 D Makassar, dan/atau Jalan Kompleks 
Ukhuwah blok C No. 30 Makassar, dan atau jalan K.H.Hasyim No.10 kota 
Palopo, kantor Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, 
dan di kantor Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 
Pengadilan Negeri Makssar. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, yakni menguntungkan orang lain 
yaitu Drs. H. Andi Musakkir, MM. bin M. Kasim sebesar 
Rp1.560.375.184,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus lima 
puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah), dan Ir. Daniel 
Rendeng (alm) sebesar Rp451.757.407,06 (empat ratus lima puluh satu 
juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah enam sen) 
atau setidak-tidaknya sejumlah lain yang menguntungkan orang tersebut 
dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan, yakni selaku Supervisi Engineer pada CV. Intensivindo 
berdasarkan surat tugas Nomor: 08/A/INT/IX/2012 tanggal 5 September 
2012, tidak memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan 
rencana kerja yang ada pada desain perencanaan pekerjaan dan 
melakukan perhitungan bobot pekerjaan terhadap pekerjaan yang 
terselesaikan maupun deviasi pekerjaan yang belum terselesaikan serta 
tidak membuat dan menyerahkan laporan terkait dengan perkembangan 
pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan teknis pembangunan 
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gedung olahraga  Kab. Luwu, maupun jabatan atau kedudukan Drs. H. 
Andi Musakkir, MM. bin M. Kasim selaku Ketua Komite Pembangunan 
Gedung Olahraga Kab. Luwu, yang dapat merugikan keuangan Negara 
atau perekonomian Negara sebesar Rp2.012.114.591,06 (dua miliar dua 
belas juta seratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah 
enam sen), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:  
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2011 Pemerintah Kabupaten Luwu 
melalui komite pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu memperoleh 
bantuan Pembangunan Gedung Olahraga sebesar Rp7.500.000.000,00 
(tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Kementerian Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Deputi 
Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Nomor 0411.A Tahun 2011 
tanggal 28 Agustus 2011.  Selanjutnya Deputi bidang Peningkatan 
Prestasi Olahraga Kemenpora selaku KPA menunjuk asisten Deputi 
Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan selaku PPK 
(Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melakukan perjanjian kerja sama 
dengan komite pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu, yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 
Anggaran 2011 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 
0015/092-01-1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2011 dengan kode 
program 092.01.07.3824.02.001.016. 
Bahwa pada tanggal 5 September 2011 Pemerintah Kabupaten Luwu 
melalui Drs. H. Andi Musakkir, MM. selaku Ketua Komite Pembangunan 
Gedung Olahraga Luwu dan Drs. Brahmantory selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen/asisten Deputi Pengembangan Prasana dan Sarana 
Keolahragaan menandatangani Perjanjian Nomor: 205.C/MEMPORA/D.V. 
PPK/ 09/2011 dan Nomor: 002/B/Komite/GOR/IX/2011. Selanjutnya dana 
bantuan tersebut ditransfer ke rekening giro komite pembangunan GOR 
Kabupaten Luwu pada bank BNI cabang Palopo Nomor: 0229712135 atas 
nama komite pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu pada tanggal 27 
Desember 2011. 
Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Drs. H. Andi Musakkir, MM. 
mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada Drs. Brahmantory 
selaku PPK melalui surat Nomor: 05/KOMITE/GOR-LW/XI/2011 dengan 
alasan tahun anggaran 2011 hanya menyisakan  waktu 3 hari sejak dana 
bantuan masuk ke rekening komite pembangunan GOR Luwu. 
Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2011 Drs. H. Andi Musakkir, MM., 
dan Drs. Brahmantory menandatangani addendum perjanjian kerja sama 
Nomor: 525.E/MENPORA/ D.V.PPK/12/2011 dan Nomor: 
006/Komite/GOR/XII/2012 yang pada pokoknya memperpanjang waktu 
pelaksanaan proyek pembangunan GOR sampai dengan tanggal 31 
Desember 2012. 
Bahwa untuk menunjang pembangunan gedung olahraga tersebut, pada 
Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas pendidikan 
pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu mengalokasikan anggaran 
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sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pekerjaan 
pengawasan pembangunan gedung olahraga berdasarkan dokumen 
pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Tahun 
anggran 2012 Nomor: 1.18.1.01.21.04.5.2. 
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 Drs. H. Andi Musakir, MM bersama-
sama dengan Ir.Daniel Rendeng (alm) selaku Kuasa Direktur PT. Aslin 
jaya menandatangani surat perjanjian pemborongan kerja (kontrak) 
Nomor: 001/KTRK/GOR-LW/ VII/2012 tanggal 23 Agustus 2012 yang 
pada pokoknya komite pembangunan GOR mengadakan perjanjian 
dengan PT. Aslin Jaya untuk membangun Gedung Olah Raga (GOR)  
senilai Rp7.339.990.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta 
sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 
120 hari kalender dari tanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 
20 Desember 2012. 
Bahwa pekerjaan konstruksi pembangunan gedung olahraga Kabupaten 
Luwu akan dilaksanakan namun belum ditunjuk penyedia jasa konsultan 
pengawas pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu, sehingga 
pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu 
melaksanakan proses pelelangan pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu tidak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Bahwa Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin meminjam perusahaan CV. 
Intensivindo, dengan cara terdakwa berperan aktif dalam proses 
pelelangan pekerjaan pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu, yakni membawa dokumen kualifikasi dan penawaran 
dari CV. Intensivindo, bertemu dengan panitia pelelangan dan mengurus 
dokumen-dokumen terkait pelelangan pengawasan teknis pembangunan 
gedung olahraga Kabupaten Luwu. Kemudian CV. Intensivindo ditunjuk 
sebagai penyedia jasa konsultan pengawas pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan GOR Kabupaten Luwu berdasarkan surat perjanjian 
pekerjaan (kontrak) Nomor:02/KONT/PPK-
PWS.GOR/DIKPORA/LW/IX/2012 tanggal 3 September 2012 antara 
Harianto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan 
pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga  Kab. Luwu dan Ir. 
Mantong selaku Kuasa Direktur CV. Intensivindo berdasarkan Akta Notaris 
Hj. Hawatiah M. Saleh, SH.,MKn. 32 tanggal 27 Januari 2010, yang dalam 
pelaksanaannya dilaksanakan oleh terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin 
sesuai dengan surat tugas Nomor: 08/A/INT/IX/2012 tanggal 5 September 
2012, bertanggung jawab antara lain:  
a. Mengurus, menjalankan, atau melaksanakan segala sesuatu 
yang berkenaan dengan pekerjaan pengawasan teknis 
pembangunan gedung olahraga. 
b. Menerima/melaksankan perintah dari pemberi proyek dan 
mengadakan usulan-usulan yang dianggap perlu. 




d. Melakukan penagihan, menerima dan mencairkan termin-
termin dan penagihan atau pembayaran pekerjaan yang telah 
dilaksanakan. 
e. Membuat dan menyerahkan laporan kepada pemberi tugas 
yang berhubungan dengan perkembangan pekerjaan.  
Bahwa berdasarkan Pasal 2 surat perjanjian pekerjaan (kontrak) 
Nomor:02/KONT/PPK.PWS.GOR/DIKPORA/LW/IX/2012  tanggal 3 
September 2012, konsultan pengawas melaksanakan pekerjaan 
pengawasan teknis pembangunan GOR Kabupaten Luwu pada Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 
2012 berpedoman pada seluruh ketentuan atau aturan administrasi serta 
teknis yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan 
pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 
anggaran 2012. 
Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja perkerjaan pengawasan teknis 
pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu TA. 2012, konsultan pengawas 
mempunyai tujuan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung 
olahraga  Kabupaten Luwu sehingga pembangunan tersebut dapat 
berjalan sesuai dengan standar teknis perencanaan yang ada. Adapun 
lingkup pekerjaan sebagai berikut: 
a. Melakukan pengawasan teknis terhadap pekerjaan yang ada 
pada Rencana Anggran Biaya (RAB) pelaksanaan pekerjaan 
yang dimaksud. 
b. Memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaaan dengan 
rencana kerja yang ada pada desaian perencanaan 
pekerjaan. 
c. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis 
pelaksanaan bila terdapat perubahan dari perencanaan awal. 
d. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan teknis 
yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan. 
e. Melakukan perhitungan bobot perkerjaan terhadap pekerjaan 
yang terselesaikan maupun deviasi pekerjaan yang belum 
terselesaikan. 
f. Membuat laporan akhir pekerjaan pengawasan terhadap 
pekerjaan yang terselesaikan. 
Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan teknis pembangunan gedung 
olahraga Kabupaten Luwu, terdakwa tidak melaksanakan sesuai dengan 
Kerangka Acuan Kerja (KAK) yakni tidak memeriksa kesesuaian 
pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada desain 
perencanaan pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot pekerjaan 
terhadap pekerjaan yang terselesaikan maupun deviasi pekerjaan yang 
belum terselesaikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan 
dilapangan oleh tim dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tertuang dalam 
laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan gedung olahraga 
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Kabupaten Luwu tanggal 16 September 2014 dan dibandingkan dengan 
laporan bulanan (bobot fisik lapangan) XIII tertanggal 11 Agustus 2013 
yang ditandatangani Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin selaku 
Konsultan Pengawas Pembangunan, Rahim A. Hidayat, ST. selaku 
Pengawas Teknis Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu, Harianto, 
ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan gedung olahraga 
Kabupaten Luwu, Drs. H. Andi Musakkir, MM. selaku Ketua Komite 
Pembangunan Gedung Olahraga  Kabupaten Luwu dan Ir. Daniel 
Rendeng (alm) selaku Kuasa Direktur PT. Aslin Jaya  (kontraktor 
pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Luwu), terdapat 
selisih hasil pekerjaan sebesar Rp1.756.528.800,53 (satu miliar tujuh ratus 
lima puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus 
rupiah lima puluh tiga sen). 
Bahwa dengan adanya laporan kemajuan pekerjaan (bobot fisik lapangan) 
yang dibuat oleh Terdakwa Sudarman, ST. sehingga Drs. H. Andi 
Musakkir, MM. melakukan penarikan dana dari rekening Komite dan 
melakukan Pembayaran kepada Ir. Daniel Rendeng (alm) sebagai berikut: 
a. Pembayaran tahap II, tertanggal 3 Juni 2013, dan kemudian 
dibayarkan dengan menarik uag dari Giro sebesar               
Rp1.284.817.300,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh 
empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah). 
b. Pembayaran tahap III, tertanggal 16 Agustus 2013, 
dibayarkan dengan menarik uang dari Giro sebesar             
Rp1.989.270.400,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh 
sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah). 
c. Pembayaran tahap IV, tertanggal 29 Agustus 2013, 
dibayarkan dengan menarik uang dari giro sebesar             
Rp2.597.904.300,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh 
tujuh juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah). Dan 
dibayarkan kepada rekanan yakni PT. Aslin Jaya sebesar   
Rp1.496.851.948,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh 
enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus 
empat puluh delapan rupiah), sedangkan sisanya sebesar  
Rp1.101.052.352,00 (satu miliar seratus satu juta lima puluh 
dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) disimpan direkening 
penampung, yakni Nomor rek: 0298830815. 
Bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman, ST. telah menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan selaku Supervisi Engineer CV. Intensivindo yang 
bertindak selaku Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Olahraga 
Kabupaten Luwu, dengan cara tidak memeriksa kesesuaian pelaksanaan 
pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada desain perencanaan 
pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot pekerjaan terhadap 
pekerjaan yang terselesaikan maupun deviasi pekerjaan yang belum 
terselesaikan serta tidak membuat dan menyerahkan laporan terkait 
dengan perkembangan pekerjaan, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja 
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(KAK) pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga  Kab. Luwu 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 
Anggaran 2012. Hal mana telah menguntungkan orang lain yakni Drs. H. 
Andi Musakkir, MM. bin M. Kasim sebesar Rp1.560.375.184,00 (satu 
miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus 
delapan puluh empat rupiah), dan Ir. Daniel Rendeng (alm) sebesar       
Rp451.757.407,06 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh 
tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah enam sen). Berdasarkan hasil 
pemeriksaan fisik pekerjaan dilapangan oleh tim dari Politeknik Negeri 
Ujung Pandang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan fisik 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu tanggal 16 September 
2014 diperoleh hasil pengukuran fisik bangunan dan perhitungan nilai 
realisasi pekerjaan sebesar Rp5.507.962.567,05 (lima miliar lima ratus 
tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh 
rupiah lima sen), sehingga terdapat selisih kurang dari nilai kontrak 
pekerjaan senilai Rp1.181.447.856,46 (satu miliar seratus delapan puluh 
satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh 
enam rupiah empat puluh enam sen). Dan ditambah dengan nilai 
pekerjaan kursi portable (tribun) sebanyak 432 set pada kontrak sebesar 
Rp799.200.000 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu 
rupiah), namun hasil perhitungan sebesar Rp224.149.055,89 (dua ratus 
dua puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu lima puluh liam 
rupiah delapan puluh sembilan enam sen). Sehingga terdapat selisih hasil 
pekerjaan sebesar Rp575.050.944,11 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima 
puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah sebelas sen), dengan 
jumlah keseluruhan selisih hasil pekerjaan sebesar Rp1.756.528.800,53 
(satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan 
ribu delapan ratus rupiah lima puluh tiga sen). Berdasarkan hasil 
perhitungan ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang tersebut, auditor 
pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perhitungan kerugian 
keuangan Negara dan diperoleh hasil kerugian Negara sebagaimana 
tertuang dalam laporan hasil audit  dalam rangka perhitungan kerugian 
keuangan Negara atas kegiatan Pembangunan Gedung Olahraga 
Kabupaten Luwu Nomor: LAPKKN-928/PW.21/5/2014 tanggal 7 
November 2014, sebesar Rp2.012.114.591,06 (dua miliar dua belas juta 
seratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah enam sen), 
yang dihitung sebagai berikut:  
1
) 
Realisasi pembayaran atas 
kontrak pembangunan Gedung 
Olahraga (GOR) dari rekening 














Sisa dana bantuan dan jasa 
giro/bunga bank 
  Rp  272.308.032,00 
5
) 
Kerugian keuangan Negara (3+4)  Rp2.012.114.591,06 
 
Perbuatan Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin diancam pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab 




3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015, yang 
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan 
sebagai berikut:  
a. Menyatakan Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin, tidak 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo 
Pasal 18 ayat (1)  huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair dan 
oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan 
Primair tersebut;  
b. Menyatakan Terdakwa Sudarman, ST bin Nurdin terbukti 
bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-
sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 
jo Pasal 18 ayat (1) )  huruf a dan b Undang-Undang Nomor 
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31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair; 
c. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarman, ST 
dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) 
Bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000 (lima 
puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan; 
d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas 
1A Makassar; 
e. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Komite 
Pembangunan GOR Luwu. 
f. Menetapkan agar Terdakwa Sudarman, ST. Bin Nurdin 
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). 
 
 
4. Amar Putusan 
Setelah melalui proses di persidangan, maka pada akhirnya Majelis Hakim 
membacakan putusannya yang memuat hal-hal sebagai berikut: 
 
M E N G A D I L I 
a. Menyatakan Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut 
Umum dalam dakwaan Primair; 
b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan 
primair; 
c. Menyatakan Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”; 
d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudarman, ST. bin 
Nurdin, oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 1 
(satu) Tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar 
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; 
e. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, 
dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 
tersebut; 
f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
g. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 
1) Buku cetak (fotocopy) Peraturan Deputi Bidang 
Harmonisasi dan Kemitraan Nomor 0654.B Tahun 2011 
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tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana 
Olahraga, Kementerian  Pemuda dan Olahraga Republik 
Indonesia; 
2) Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Deputi Peningkatan 
Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 091 
Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Penambahan 
Program Kerja pada Pejabat Pengelola Anggaran 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 
2011; 
3) Fotocopy sesuai aslinya perjanjian penyelesaian 
pekerjaan Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten 
Luwu Nomor : 007/GOR-LW/XI/2013 tanggal 23 Mei 2013 
antara Ketua Komite dengan Direktur PT Aslin Jaya; 
4)  Fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari asisten Deputi 
Pengembangan Prasana dan Sarana Keolahragaan 
kepada Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kepegawaian 
tentang Permohonan Bantuan untuk Penelahan Hukum 
Atas Pengajuan Perpanjangan Waktu (addendum) 
perjanjian kerjasama antara Kemenpora dengan Komite 
Pembangunan GOR (Kab. Enrekang, Kab. Luwu dan Kab. 
Luwu Timur), Nomor : 0215/DV-5/IV/2013, tertanggal 29 
April 2013; 
5) Fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari Kepala Biro 
Humas, Hukum dan Kepegawaian kepada Ibu Sekretaris 
Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 298/B-
2/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Telaah dan Saran 
Terkait Permohonan Addendum Perjanjian Kerja sama 
antara Kemenpora dengan Komite Pembangunan; 
6) Fotocopy sesuai aslinya Nota Dinas dari Kasubdit 
Prasana Olahraga Prestasi kepada Asisten Deputi 
Pengembangan Prasana dan Sarana Keolahragaan, 
tentang permohonan addendum kedua perjanjian 
kerjasama antara Kemenpora dengan Komite 
Pembangunan GOR Kabupaten Luwu, tertanggal 27 
Desember 2012; 
7) Fotocopy sesuai aslinya Surat Ketua Komite 
Pembangunan GOR Kabupaten Luwu kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen (PKK) pada Deputi bidang 
Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan 
Olahraga tentang permohonan perpanjangan waktu 
Nomor: 05/KOMITE/GOR-LW/XI/2011, tertanggal 20 
Desember 2011 dilampiri dengan buku kas dan cetak 
rekening koran komite pembangunan GOR Kabupaten 
Luwu; 
8) Fotocopy sesuai aslinya surat ketua Komite Pembagunan 
GOR Kabupaten Luwu kepada PKK pada Deputi bidang 
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Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan 
Olahraga tentang permohonan perpanjangan waktu 
Nomor: 019/KOMITE/GOR-LW/XII/2012, tertanggal 20 
Desember 2012 dilampiri dengan Surat Pernyataan 
Nomor: 022/KOMITE/GOR-LW/XII/2012, kronolgis 
Pembangunan GOR Kab. Luwu tertanggal 29 Desember 
2012, Surat Keterangan Nomor: 600/011/OM. 
SET/XII/2011, Surat Ketua Komite Pembangunan GOR 
Kab Luwu kepada PT ASLIN JAYA Nomor: 03/ 
KOMITE/GOR-LW/XII/2012 tanggal 20 Oktober 2012 
tentang Teguran I, surat Ketua Komite Pembangunan 
GOR Kab Luwu kepada PT ASLIN JAYA Nomor: 
04/KOMITE/GOR-LW/XII/2012 tanggal 12 November 2012 
tentang Teguran II, dan berita cara peninjauan lapangan 
Nomor: 001/BAPL/GOR-LW/XII/2012; 
9) Fotocopy sesuai aslinya perjanjian kerjasama          
Nomor: 344.B/MENPORA/D.V.PPK/11/2011 Nomor: 002/ 
B/Komite/GOR/XI/2011, tanggal 5 September 2011; 
10) Fotocopy sesuai aslinya addendum perjanjian kerjasama 
Nomor: 525.E/MENPORA/D.V.PPK/12/2012, Nomor: 
006/Komite/GOR/XII/2012 tanggal 30 Desember terhadap 
perjanjian kerjasama Nomor: 344.B/MENPORA/ 
D.V.PPK/11/2011 Nomor: 002/B/Komite/GOR/XI/2011, 
tanggal 5 September 2011, yang pada pokoknya 
memperpanjang masa perjanjian kerja sama sampai 
dengan 31 Desember 2012; 
11) Fotocopy sesuai aslinya addendum kedua perjanjian kerja 
sama Nomor: 518/MENPORA/D.V.PPK/12/2012, Nomor: 
20/Komite/GOR/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 
terhadap addendum perjanjian kerja sama Nomor: 
525.E/MENPORA/D.V.PPK/11/2011, Nomor: 006/Komite/ 
GOR/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 dan perjanjian 
kerja sama Nomor: 344.B/MENPORA.D.V. PPK/11/2011 
Nomor: 002/B/Komite /GOR/XI/2011; 
12) Fotocopy sesuai aslinya surat PPK pada Deputi bidang 
Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan 
Olahraga kepada komite/lembaga penerima bantuan 
Nomor: 1156/MENPORA/D.V.PPK/06/2012, tanggal 29 
Juni 2012 tentang Surat Himbauan; 
13) Fotocopy sesuai aslinya surat Asisten Deputi 
Pengembangan Prasana dan Sarana Keolahragaan 
kepada Komite Pembangunan GOR Kabupaten Luwu 
Nomor: 01094.A/D.V.5/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 
tentang Laporan Pertanggungjawaban Setoran Jasa 
Giro/Bunga Bank dan Sisa Dana; 
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14) Fotocopy sesuai aslinya Keputusan Sekretaris Menteri 
Negara Pemuda dan Olahraga selaku kuasa pengguna 
anggaran Nomor: 0010.A Tahun 2011 tertanggal 13 
Januari tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat 
Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga 
Tahun Anggaran 2011; 
15) Fotocpy keputusan Deputi Bidang Harmonisasi dan 
Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 
0165.F/MENPORA/D.V/5/2011 tertanggal 26 Mei 2011 
tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasana 
dan Sarana Olahraga Tahun 2011; 
16) Fotocopy sesuai aslinya  Surat Setoran Bukan Pajak 
(SSBP) sebesar Rp71.894.447,00 (tujuh puluh satu juta 
delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus 
empat puluh tujuh rupiah); 
17) Fotocopy sesuai aslinya  Surat Perjanjian Pemborongan 
Nomor: 001/KTRK/GOR-LW/VIII/2012 tanggal 23 Agustus 
2012; 
18) Satu bundel  pencairan dana  uang muka; 
19) Satu bundel  pencairan dana  termin II; 
20) Satu bundel  pencairan dana  termin III;  
21) Satu bundel  pencairan dana  termin IV; 
22) Berita Acara Uang Muka 20% (asli); 
23) Berita Acara 23,34% (asli); 
24) Berita Acara 57,22% (asli); 
25) Berita Acara 82.44% (asli); 
26) Rekening Koran 029883081 (asli), rekening baru komite; 
27) Rekening Koran 0229712135 (asli), rekening lama komite; 
28) BKU (asli); 
29) Laporan progress kegiatan (asli); 
30) Laporan triwulan (asli); 
31) Laporan pajak PPN dan PPH (asli); 
32) Laporan BKU I sama dengan rincian pajak (asli); 
33) Setoran pajak (asli); 
34) Setoran jasa giro ke PNBP (asli) Jakarta 
Rp112.298.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus 
Sembilan puluh delapan ribu rupiah); 
35) Setoran jasa giro ke PNBP Jakarta Rp71.894.447,00 
(tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat 
ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah); 
36) Setoran dari rekening baru ke rekening lama sebesar 
Rp1.101.052.352,00 (satu miliar seratus satu juta lima 
puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah); 
37) Kontrak asli; 
38) Rekening baru asli; 
39) Cek rekening lama (asli); 
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40) Surat persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan 
pekerjaan Nomor: 007/KOMITE/GOR-LW/XII/2012 tanggal 
19 Desember 2012; 
41) Rekapitulasi laporan mingguan pekerjaan pengawasan 
teknis Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu 
TA 2013; 
42) Perjanjian kerja sama antara Kementerian Pemuda dan 
Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung 
Olahraga Kab. Luwu tentang Pemberian Bantuan 
Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu 
Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 Desember 2011; 
43) Addendum perjanjian kerja sama antara Kementerian 
Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan 
Gedung Olahraga Kab. Luwu tentang Pemberian Bantuan 
Pembangunan Gedung Olahrag Kabupaten Luwu Provinsi 
Sulawesi Selatan tanggal 30 Desember 2011; 
44) Addendum kedua perjanjian kerja sama antara 
Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite 
Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu tentang 
Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga 
Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 28 
Desember 2011; 
45) Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi 
Olahraga selaku kuasa pengguna anggaran  Kementrian 
Pemuda dan Olahraga Nomor: 0411.A Tahun 2011 
tentang Pemberian Bantuan Pembangunan Gedung 
Olahraga Kabupaten Luwu kepada Ketua Komite 
Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu dalam 
rangka pemberian bantuan fasilitas pembangunan gedung 
olahraga di beberapa kabupaten/kota; 
46) Dua lembar catatan mutasi dana terkait pekerjaan 
pembangunan gedung olaharaga Kab. Luwu; 
47) RAB pembangunan gedung olaharaga Kab. Luwu; 
48) Daftar rincian pengeluaran dana pembangunan gedung 
olahraga Kab. Luwu; 
49) Daftar ringkasan penarikan dana komite pembangunan 
gedung olahraga Kab. Luwu; 
50) Satu bundel data administrasi kegiatan pembangunan 
GOR yang diserahkan ke BPK;  
51) Satu bundel dokumen dalam map biru terkait dengan 
pembangunan GOR; 
52) Dokumen pembayaran termin IV; 
53) Jaminan uang muka 1 (satu) lembar; 
54) Laporan pelaksaan kegiatan dari konsultan pengawas ; 
55) Fotocopy addendum 02 perjanjian kontrak; 
56) Fotocopy addendum 03 perjanjian kontrak; 
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57) Penarikan MC  100% tanggal 13 September 2013 
No.09/PT.AJ/IX/2013; 
58) Fotocopy slip penyetoran penerimaan jasa giro dari komite 
kepada bendahara penerima PNBP MENEG PORA; 
59) Fotocopy slip penyetoran penerimaan jasa giro dari komite 
kepada bendahara PNBP MENEG PORA; 
60) Usulan tambah kurang (CCO) No. 12/PT-AM/ 
ECO/VIII/2012  tanggal 22 Juli 2013; 
61) Serah terima sementara pekerjaan GOR No. 12/PT-
AJPHO/VII/2013 tanggal 23 Agustus 2013; 
62) Kronologis pembangunan GOR yang belum 
ditandatangani; 
63) Perjanjian penyelesaian pekerjaan pembangunan GOR; 
64) Surat ketua komite kepada Bupati Luwu perihal  petunjuk 
penggunaan dana sisa tender GOR; 
65) Dokumen usulan tambahan waktu pekerjaan 
pembangunan GOR Luwu; 
66) Buku Kas umum periode 31 Desember 2011; 
67) Buku Kas umum periode 31 Mei s/d 31 Desember 2012; 
68) Buku Kas umum periode 31 Januari 2013 s/d 31 Maret 
2013; 
69) Satu rangkap INVOICE dari PT. Pajajaran Multicon No. 
02; 
70) Satu rangkap pencairan dana uang muka (fotocopy); 
71) Satu rangkap pencairan dana termin II (fotocopy); 
72) Satu rangkap pencairan dana termin III (fotocopy); 
73) Satu rangkap pencairan dana termin IV (fotocopy); 
74) Satu rangkap laporan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan GOR tanggal 12 September s/d 20 
Desember 2012; 
75) Satu rangkap laporan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan GOR tanggal 17 Januari s/d 11 Agustus 
2013; 
76) Surat serah terima sementara pekerjaan pembangunan 
gedung olahraga tanggal 26 Agustus 2013 dari PT Aslin 
Jaya ke ketua komite pembangunan gedung olahraga; 
77) Konsep pembangunan gedung olahraga; 
78) Satu map merah yang berisi buku kas umum; 
79) Addendum surat perjanjian pekerjaan (kontrak) No. 
02/KTRK/GOR/LW/XII/2012; 
80) Data administrasi kegiatan pembangunan gedung 
olahraga Kab. Luwu yang diserahkan ke BPKP; 
81) Laporan triwulan kegiatan pembangunan gedung olahraga 
Kab. Luwu bulan September s/d Desember 2012; 
82) Item triwulan I, II, dan III tahun 2013; 
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83) Addendum ke-2 surat perjanjian pekerjaan/kontrak Nomor 
03/KTRK/GOR/LW/VI/2013 terhadap addendum surat 
perjanjian/kontrak Nomor 02/KTRK/GOR/LW/XII/2012; 
84) Surat perjanjian kerja/kontrak Nomor 02/kont/PPK.PWS. 
GOR/Dikpora/LW/IX/2012 tanggal 3 September 2012; 
85) Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor 
04/kont/PPK.PWS.GOR/Dikpora/LW/IX/2012 tanggal 17 
Desember 2012; 
86) Addendum II surat perjanjian pekerjaan/kontrak Nomor 
05/add.Kont/PPK.PS.GOR/Dikpora/LW/VI/2013 terhadap 
addendum surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dan surat 
perjanjian pekerjaan (kontrak); 
87) Surat penarikan Montlhy certificate (MC 100%) pekerjaan 
pembangunan GOR Kab.Luwu; 
88) Surat teguran keterlambatan waktu tanggal 14 Agustus 
2013; 
89)  Surat teguran keterlambatan waktu tanggal 1 Juli 2013; 
90) Print out transaksi Via ATM sebanyak 13 lembar; 
91) Satu lembar kwitansi BON SPPD An. H. A. Musakkir, 
MM.; 
92) Slip setoran kerekening An. Rahmat, S.Sos., M.Si 
(bendahara GOR sebanyak 20 juta); 
93) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) 
pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga 
Tahun 2013; 
94) Dokomen pencairan jasa supervise/pengawasan 
pembangunan gedung olahraga No. SPM: 0038/LS 
tanggal 12 Agustus 2013 No. SP2D2234/LS; 
95) Dokumen pencairan jasa supervise/pengawasan 
pembangunan gedung olahraga, No SPM: 00161/LS 
tanggal 23 Desember 2013, No. sp2d 5215/LS; 
96) Satu buku folio kas 100 3K yang berisi catatan 
pengeluaran Ir. Daniel Rendeng, selaku rekanan 
pembangunan gedung olahraga di Kabupaten Enrekang, 
Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Luwu Timur. 
Tetap terlampir dalam berkas perkara; 
h. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini 
sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). 
 
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada 
hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015, oleh kami Ibrahim Palino, SH.,MH., 
sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Kristian P Djati, SH.,MH., dan 
Abdur Razak, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 
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mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari 
Selasa, tanggal 25 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi 
oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muh.Ungardin 
Kamsyar, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Suyanto 
Reksasumarta, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Luwu dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. 
 
 
5. Analisis Penulis 
Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada putusan Nomor 
29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks bahwa Terdakwa terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana 
yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)  huruf 
a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana 
sebagaimana dalam Dakwaan subsidair, maka unsur-unsur tentang tindak 
pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsurnya 
sebagai berikut: 
a. Setiap orang 
Yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang 
yang memangku/memiliki jabatan atau kewenangan yang dapat dimintai 
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pertanggungjawaban atas perbuatannya. Maka dari itu yang harus 
diketahui adalah apakah Terdakwa memiliki wewenang atau kedudukan 
sebagai konsultan pengawas?.  
Berdasakan keterangan saksi bahwa benar Terdakwa adalah seorang 
wiraswasta yang bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam proyek 
Pembangunan GOR Kab. Luwu. Terdakwa memiliki tugas dan wewenang 
yang diberikan oleh peraturan Perundangan yang berlaku dikarenakan 
kedudukan dan jabatannya dalam proyek pembangunan GOR Kab. Luwu  
berdasarkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak). Terdakwa dalam 
keadaan sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan begitu 
Terdakwa juga termasuk dalam pengertian mempunyai kewenangan dan 
juga Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas masuk dalam pengertian 
Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
huruf C UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi yakni orang yang menenerima gaji atau upah dari keuangan 
negara atau daerah. Terdakwa juga mengerjakan proyek yang merupakan 
fasilitas negara. Sehinga unsur setiap orang menurut Pasal 3 sudah 
terpenuhi. 
b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain 
atau suatu korporasi 
Unsur ini bukan saja hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi juga 
untuk menguntungkan orang lain. Dengan demikian jika salah satu 
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diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan Terdakwa, maka 
unsur ini telah terpenuhi. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini 
adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri 
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak. 
Terdakwa Sudarman, ST tidak melaksanakan tugas sesuai fungsinya 
untuk merealisasikan proyek a quo dalam hal laporan kemajuan/progress 
untuk menilai secara administrasi karena menjadi satu kesatuan dalam 
pencairan anggaran. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat 
menguntungkan pihak lain, yaitu Drs. H. Andi Musakkir, MM (berkas 
perkara terpisah) sebesar Rp1.598.059.152,00) dan Ir. Daniel Rendeng 
(alm) adalah sebesar Rp301.757.407,06 Yang tentunya mengakibatkan 
kerugian keuangan negara.  
Maka dari itu unsur dapat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
korporasi sudah terpenuhi. 
c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 
Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah 
menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada 
jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak 
pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, 
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kesempatan atau sarana tersebut. Arti menyalahgunakan wewenang 
menurut UU Pemberantasan Tipikor dapat berupa melanggar aturan 
tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang 
menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan, dan 
berpotensi merugikan negara. 
Terdakwa telah menyalahgunakan wewenangnya karena tidak 
melaksanakan tugas sesuai fungsinya. Terdakwa tidak memeriksa 
kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kerja yang ada pada 
desain perencanaan pekerjaan dan melakukan perhitungan bobot 
pekerjaan terhadap yang terselesaikan maupun deviasi pekerjaan yang 
belum terselesaikan serta tidak membuat dan menyerahkan laporan 
terkait dengan perkembangan pekerjaan dalam melaksanakan 
pengawasan teknis pembangunan GOR Kab. Luwu sebagaimana 
mestinya, dan juga telah memberikan persetujuan pencairan meski 
mengetahui proyek tidak tuntas sehingga anggaran proyek dibayarkan 
kepada rekanan sepenuhnya. Sehingga perbuatannya tersebut dapat 
merugikan keuangan negara. Dengan demikian unsur Pasal ini telah 
terbukti menurut hukum. 
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari 
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa yang 
kemudian dihubungkan dengan barang bukti, telah terjadi keugian 
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keuangan Negara sebesar  Rp1.899.816.559,06 hal mana dikuasai oleh 
Terdakwa lain Drs. H. Andi Musakkir, MM (berkas perkara terpisah) 
sebagai hitungan kerugian negara sebesar Rp1.598.059.152,00 dan 
diterima sebagai keuntungan Ir. Daniel Rendeng (alm) adalah sebesar 
Rp301.757.407,06. 
Dari fakta hukum diatas, dengan adanya kerugian keuangan negara 
akibat perbuatan Terdakwa maka unsur yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti menurut 
hukum. 
e. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 
turut serta melakukan perbuatan 
Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (deelneming), yang terjadi 
apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga 
harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut 
dalam tindak pidana tersebut. Jika beberapa orang tersangkut di dalam 
terwujudnya suatu tindakan, maka disitu dapat kita lihat adanya kerja 
sama. Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang 
perlu ada pembagian pekerjaan diantara orang itu. 
Untuk  membuktikan  Pasal ini, harus   diketahui   peran apakah  yang 
dilakukan  oleh  Terdakwa Sudarman, ST   atau bentuk    kerja   sama   
apa  yang   telah  dilakukan   Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana 
korupsi dan merugikan keuangan negara. 
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Fakta yang terungkap dipersidangan adalah Terdakwa selaku Konsultan 
Pengawas membuat/menandatangani laporan progress pekerjaan yang 
keliru, seolah-olah telah selesai 100% sesuai dana yang ada. Kemudian 
melakukan perubahan-perubahan secara sepihak tanpa persetujuan 
tertulis dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan 
mengserahterimakan pekerjaan, padahal proyek pembangunan gedung 
olahraga belum rampung sampai dibuatkan addendum perpanjangan 
waktu dan perpanjangan di notaris. Sehingga dengan demikian dapat 
dikatakan ada hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih sehingga dapat mengakibatkan akan adanya kerugian negara, yang 
tidak akan demikian adanya apabila tidak ada kerja sama atau peranan 
Terdakwa yang kapasitasnya sebagai konsultan pengawas. Sehingga 
unsur Pasal ini sudah terpenuhi. 
 
Mengenai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi menyangkut kerugian negara, tidak terdapat satupun alat 
bukti dan fakta maupun petunjuk hukum tentang Terdakwa Sudarman, ST 
telah menikmati hasil/keuntungan dari perbuatan yang ia lakukan. 
Sehingga, Terdakwa tidak dapat dibebani membayar uang pengganti 





Dengan demikian, berdasarkan penjelasan penulis di atas maka dapat 
dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar 
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 
bersama-sama dan terbukti menurut hukum, telah sesuai dan memenuhi 
unsur delik. Penulis sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh 
Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama. Terkait dengan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 
yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, menurut penulis 
tindakan Hakim tersebut sudah adil, mengingat bahwa terdakwa tidak 
menikmati kerugian keuangan negara dan kerugian keuangan negara 
tersebut sudah dikembalikan. Hal Ini juga  disebabkan karena rendahnya 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Abdul Razak, 
S.H.,MH. selaku Hakim anggota yang telah memutus perkara tersebut 
mengungkapkan alasan terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) Tahun 
adalah bahwa: 
Dijatuhkannya pidana penjara 1 (satu) Tahun kepada terdakwa karena 
terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara, dan terdakwa lain 
telah mengembalikan kerugian keuangan negara selain itu masyarakat 
sudah dapat menggunakan Gedung Olahraga Kab. Luwu sehingga 
negara tidak lagi dirugikan. Selain itu tuntutan jaksa lemah, dimana jaksa 
menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) 
bulan. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) 
Tahun dan menganggap adil apabila diberikan pidana minimum sesuai 
dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana 




B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Putusan 
Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Nomor 
29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks 
 
1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhkan 
Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Putusan 
Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks 
 
Sebelum memutus suatu perkara banyak hal-hal yang menjadi dasar 
pertimbangan Hakim untuk menetapkan bersalah tidaknya seseorang. 
Dibawah ini merupakan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada perkara 
putusan Nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks.  
Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-
saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu: 
a. Saksi Haryanto, ST 
b. Saksi Rahim A. Hidayat, ST bin A.Hidayat 
c. Saksi Attahir Assegaf, S.Kom, M.Si 
d. Saksi Irwan Ridwan ST bin Ridwan 
e. Saksi Drs. H. Andi Musakkir, MM bin M.Kasim 
f. Saksi M. Rajab bin Abdul Puka 
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum disamping mengajukan saksi-
saksi juga mengajukan ahli yang dibawah sumpah memberikan 
keterangan, yaitu: 
a. Ir. Andi Maal Latief, MT 
b. Andi Hamzah, SE bin H. Andi Bunyamin 
Menimbang, dalam persidangan telah diajukan barang bukti, yang dapat 
dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. 
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan 
Terdakwa, yang dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka 
keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, oleh karennya 
dapat menjadi dasar untuk pertimbangan putusan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan 
Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta 
persidangan sebagai berikut: 
a. Bahwa komite pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu 
pada tanggal 28 Agustus 2011 memperoleh bantuan 
pembangunan GOR Kabupaten Luwu sebesar 
Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang 
bersumber dari APBN DIPA Kementerian Pemuda dan 
Olahraga Nomor DIPA: 0015/092-01-1.01/00/2011 tertanggal 
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20 Desember 2011 dengan kode program 
092.01.07.3824.02.001.016. 
b. Bahwa Terdakwa adalah konsultan pengawas pada proyek 
pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu.  
c. Bahwa dana ditransfer ke rekening giro komite pembangunan 
gedung olahraga Kab. Luwu pada bank BNI cabang Palopo 
Nomor: 022912135 atas nama komite pembangunan GOR 
Kab. Luwu pada tanggal 27 Desember 2011. 
d. Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan 
pengawasan tidak mengusulkan diadakan CCO (Contract 
Change Order) padahal ia mengetahui RAB disusun secara 
tidak tepat dan terdapat kekeliruan, antara lain perhitungan 
atap 3.657,60 m2 padahal luas bangunan hanya 28 x 48 m2. 
e. Bahwa untuk menunjang pembangunan GOR tersebut, pada 
Tahun 2012 pemerintah Kab. Luwu melalui Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu mengalokasikan anggaran 
sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) 
untuk pekerjaan pengawasan pembangunan GOR 
berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 
satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2012 Nomor: 
1.18.1.01.21.04.5.2. 
f. Bahwa Terdakwa tidak mengusulkan secara tertulis kepada 
Drs. H. Andi Musakkir, MM untuk melakukan pemutusan 
kontrak kepada PT Aslin Jaya, tidak melakukan penarikan 
uang muka, dan tidak memasukkan PT Aslin Jaya kedalam 
daftar hitam, serta tidak melakukan pencairan jaminan 
pelaksanaan, padahal Terdakwa mengetahui dan membuat 
laporan bahwa hingga batas waktu kontrak habis yakni 
tanggal 20 Desember 2012 pembangunan gedung olahraga 
Luwu hanya 17,22%. 
g. Bahwa per tanggal 31 Agustus 2013, pekerjaan belum juga 
selesai sebagaimana laporan kemajuan pembangunan dari 
Terdakwa Sudarman, ST selaku Konsultan Pengawas hanya 
83,87%  
h. Bahwa, Terdakwa juga tidak mengusulkan kepada Drs. H. 
Andi Musakkir, MM untuk melakukan pemutusan kontrak 
kepada PT Aslin Jaya, tidak melakukan penarikan uang muka, 
dan tidak memasukkan PT Aslin Jaya kedalam daftar hitam, 
serta tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan. 
i. Bahwa Terdakwa membuat laporan kemajuan proyek seolah-
olah per tanggal 26 Agustus 2013 kemajuan pembangunan 
GOR 83,94%, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek 
(diperiksa ahli tertanggal 26 Agustus 2014) proyek hanya 
dikerjakan 82,57%. 
j. Bahwa realisasi pembangunan GOR tidak selesai seluruhnya 
yakni hanya 82,57%. 
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k. Bahwa selain itu ada pekerjaan kursi portable (tribun) 
sebanyak 423 set pada kontrak dengan nilai sebesar 
Rp799.200.000 akan tetapi sesuai perhitungan riil dari ahli 
yang didasarkan pada volume pekerjaan tribun dan kursi yang 
terpasang dan harga dasar bahan sesuai kontraak diperoleh 
hanya sebesar Rp224.149.055,89 sehingga terdapat selisih 
sebesar Rp575.050.944,11. 
 
Oleh karena surat dakwan Penuntut Umum disusun dengan bentuk 
subsidair,  maka dari itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan  
primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi, 
akan tetapi unsur dakwaan primair tersebut tidak terbukti. Dikarenakan 
perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan, sehingga perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam 
pengertian subjek hukum dalam arti luas sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 2. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan dakwaan Subsidair 
yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi 
dengan unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Setiap orang 
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2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau 
suatu korporasi 
3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
4) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
 
Ad. 1. Unsur Setiap Orang 
Menimbang pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 
memiliki spesifikasi atau persyaratan orang perseorangan itu harus 
memangku/memiliki jabatan atau kedudukan. 
Menimbang, bahwa dari uraian tentang pengertian subjek hukum setiap 
orang tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian 
dan dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan, Majelis 
Hakim mendapatkan hal-hal sebagai berikut: 
a. Bahwa Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin yang diajukan 
sebagai terdakwa dipersidangan adalah dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani serta dipandang mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. 
b. Bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta, dalam proyek 
pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu bertindak 
selaku Konsultan Pengawas. 
c. Bahwa Terdakwa pada proyek a quo memiliki tugas dan 
wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dikarenakan kedudukan dan 
jabatannya sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan surat 
perjanjian pekerjaan (kontrak) Nomor: 02/KONT/PPK-
PWS.GOR/ DIKPORA/ LW/IX/2012 tanggal 3 September 2012 
antara Harianto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
kegiatan pengawasan teknis pembangunan gedung olahraga 
Kab. Luwu dan Ir. Mantong selaku Kuasa Direktur CV. 
Intensivindo berdasarkan akta notaris Hj. Hawatiah M. Saleh, 
SH.,MKn. Nomor: 32 tanggal 27 Januari 2010, yang dalam 
pelaksanaannya dilaksanakan oleh Terdakwa Sudarman, ST. 





Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan 
subsidair telah terpenuhi, dimana Terdakwa memiliki jabatan atau 
kedudukan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya 
dalam kapasitas memangku jabatan atau mendapatkan kedudukan selaku 
Konsultasan Pengawas pada saat perbuatan pidana dilakukan. 
 
 
Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi 
Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” mengandung pengertian 
sebagai niat, kehendak, atau maksud yaitu kehendak untuk 
menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau 
menguntungkan suatu korporasi. Dan yang dimaksud “menguntungkan” 
adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan suatu kenikmatan 
yang sebelumnya tidak didapatkan. 
Menimbang, terhadap unsur ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan 
pidanaya berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti, sedangkan menurut 
pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya Terdakwa 
menyangkali hal tersebut bahwa Terdakwa memperkaya Drs. H. Andi 
Musakkir, MM sebesar Rp1.617.804.604 (satu miliar enam ratus tujuh 
belas juta delapan ratus empat ribu enam ratus empat rupiah) tidaklah 
benar dan tidak beralasan hukum, karena berdasarkan fakta 
dipersidangan uang tersebut hanya berpindah dari rekening komite yang 
pertama yang tercatat di Kemenpora kepada rekening komite yang baru 
dan tidak pernah ke orang lain kecuali ke Kejaksaan Negeri Belopa 
setelah disita. Uang tersebut seluruhnya sudah disetor kembali Drs. H. 
Andi Musakkir, MM ke kas pemerintah daerah Kab. Luwu via Kejaksaan 
Negeri Belopa berdasarkan keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Makassar. Selain itu yang menyatakan bahwa 
Terdakwa juga memperkaya Ir. Daniel Rendeng (alm) sebesar 
Rp451.757.457,06 (empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh 
tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah enam sen) tidak benar dan 
tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta dipersidangan, saksi-
saksi dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa 
pembangunan gedung olahraga tersebut sudah selesai dan sudah 
dimanfaatkan oleh masyarakat. Pekerjaan sudah selesai 100% akhir 
September 2013, sehingga seharusnya Ir. Daniel Rendeng (alm) dibayar 
full sebesar Rp7.399.990.000 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh 
sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai nilai 
kontrak termasuk pajak. 
Menimbang, berdasarkan uraian penuntut umum dalam tuntutan 
pidananya dan penasehat hukum terdakwa dalam pembelaannya, Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan. 
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Menimbang, berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan 
ahli, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat yang dihubungkan dengan 
barang bukti telah terungkap fakta hukum di persidangan antara lain: 
 
a. Bahwa komite Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten 
Luwu pada tanggal 28 Agustus 2011 memperoleh bantuan 
pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu sebesar 
Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang 
bersumber dari APBN DIPA Kementerian Pemuda dan 
Olahraga Nomor DIPA: 0015/092-01-1.01/00/2011 tertanggal 
20 Desember 2011 dengan kode program 
092.01.07.3824.02.001.016 
b. Bahwa yang bertindak sebagai ketua komite adalah saksi Drs. 
H. Andi Musakkir, MM dan sebagai konsultan pengawas 
adalah Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin. 
c. Bahwa saksi Drs. H. Andi Musakkir, MM menyusun dokumen 
perencanaan yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa 
(desain gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)), tetapi 
tidak membentuk Konsultan Perencana, sehingga tidak 
diperoleh perkiraan perhitungan biaya (engineer’s estimate) 
yang tepat, tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
melainkan hanya menyerahkan kepada Panitia Pengadaan 
barang/jasa. 
d. Bahwa terhadap realisasi proyek a quo ternyata kemudian 
menimbulkan permasalahan, dan Terdakwa tidak melakukan 
pengusulan pemutusan kontrak kepada ketua Komite, tidak 
melakukan penarikan uang muka, dan tidak memasukkan PT 
Aslin Jaya kedalam daftar hitam, serta tidak melakukan 
pencairan jaminan pelaksanaan, padahal Terdakwa 
mengetahui dan membuat laporan bahwa hingga batas waktu 
kontrak habis yakni tanggal 20 Desember 2012, 
pembangunan GOR Luwu hanya 17,22% Ataupun tidak 
melakukan pengusulan diadakan CCO (Contract Change 
Order) padahal semula Terdakwa mengetahui bahwa RAB 
disusun secara tidak tepat dan terdapat kekeliruan, antara lain 
perhitungan atap 3.657,60 m2 padahal luas bangunan hanya    
28x48 m2. 
e. Bahwa tanggal 31 Agustus 2013, pekerjaan belum juga 
selesai yang berdasarkan laporan kemajuan pembangunan 
dari Terdakwa Sudarman, ST selaku konsultan pengawas per 
tanggal 23 Agustus 2013 perkembangan fisik pembangunan 
mencapai  83,87%. 
f. Bahwa Terdakwa membuat laporan kemajuan seolah-olah 
pertanggal 26 Agustus kemajuan pembangunan GOR 
83,94%, padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek masih 
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dilanjutkan dan hingga akhir pekerjaan, (diperiksa ahli 
tertanggal 26 Agustus 2014) proyek hanya dikerjakan 82,57%. 
g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah dapat menguntungkan 
pihak lain sebagai berikut: 
1) Menguntungkan saksi Drs. H. Andi Musakkir, MM 
a
) 
Sisa yang belum 




sisa dana bantuan dan 
jasa giro/bunga bank yang 




 Rp  272.308.032,00 
c) Setoran dari rekanan ke 
Drs. H. Andi Musakkir, MM 
 Rp   336.996.800,00 
d
) 




giro/bunga bank hingga 31 
Agustus 2013 yang disetor 
11 November 2012 (fakta 
sidang) 
 Rp   112.298.032,00 
f) Jumlah (d - e)  Rp1.598.059.152,00 
2) Menguntungkan Ir. Daniel Rendeng (alm)  
a
) 
Realisasi pembayaran atas 
kontrak pembangunan 





Sisa ditahan komite/belum 
dibayar 
 Rp1.101.052.352,00 
c) Realisasi nilai fisik menurut 
ahli (diluar PPN) 
  Rp4.932.911.622,94 
d
) 
Setor ke Drs. H. Andi 
Musakkir, MM 
 Rp     336.996.800,00 
e
) 
Selisih (a - (b + c + d))  Rp     301.757.407,06 
 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat 
bahwa perbuatan Terdakwa selaku Konsultan Pengawas Pembangunan 
Gedung Olahraga Kabupaten Luwu, yang pembangunan proyeknya 
tersebut sebagaimana perjanjian kontrak kerja tidak terselesaikan, 
padahal telah pula dilakukan addendum perpanjangan pekerjaan, akan 
tetapi realisasinya progress pekerjaan menurut pemeriksaan dan 
penghitungan ahli hanya 82,57%, akan tetapi dianalogikan menjadi 100%. 
Sedangkan anggaran itu sendiri telah dicairkan seluruhnya, dimana sisa 
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anggaran sebagian tersimpan dalam rekening penyimpanan lain. 
Sehingga hal ini sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian 
keuangan negara karena keberadaan sebagian anggaran dimaksudkan 
dapat dipergunakan untuk bukan lagi peruntukannya, melainkan semata-
mata untuk kehendak ataupun keperluan diri sendiri ataupun orang lain 
sebagaimana uraian tersebut diatas, yang sudah pasti pula bertujuan 
untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Meskipun akhirnya 
dikembalikan setelah kemudian diketahui adanya penyimpangan tersebut 
berdasarkan temuan dalam pemeriksaan. 
Menimbang, bahwa menyangkut dalil penasehat hukum Terdakwa yang 
dituangkan dalam nota pembelaannya, yang menerangkan bahwa uang 
tersebut seluruhnya sudah dikembalikan ke negara via kas pemerintah 
daerah Kab. Luwu, sehingga tidak ada pihak yang dapat untung dalam 
perkara ini, kemudian proyek ini telah dikerjakan 100% serta telah 
digunakan oleh masyarakat. Majelis Hakim menilai adalah tidak cukup 
beralasan oleh karena senyatanya laporan pertanggungjawaban realisasi 
pekerjaan dan penggunaan anggaran yang diperuntukkan proyek GOR 
Kab. Luwu, semestinya mengacu pada kontrak yang ada, maupun sesuai 
dengan ketentuan Peruturan Deputi bidang Harmonisasi dan Kemitraan 
Kemenpora RI Nomor: 0654.B Tahun 2011, bukan terbengkalai dan terjadi 
pemeriksaan pihak terkait dahulu lalu kemudian dilanjutkan pekerjaan 
sampai selesai. Hal ini turut didukung oleh adanya pekerjaan administrasi 
yang dilakukan Terdakwa sebagai pengawas dalam bentuk progress 
penelitian fisual dilapangan yang tidak sebenarnya, dimana seharusnya 
Terdakwa melakukan suatu upaya agar pekerjaan tetap mengacu pada 
kontrak yang ada. Olehnya itu terhadap uraian nota pembelaan Terdakwa 
harus dinyatakan ditolak. 
Menimbang, bahwa uraian fakta hukum yang saling bersesuaian tersebut 
diatas Majelis menilai sudah jelas terpenuhi, maka unsur “dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah 
terbukti menurut hukum.   
 
Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukannya 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “kewenangan” adalah 
suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya 
dengan jabatan atau kedudukan. Sedangkan kata “kesempatan” berarti 
peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan 
tertentu. Dan “sarana” berarti sebagai suatu alat, cara atau media untuk 
mencapai maksud dan tujuan. 
Menimbang, bahwa kata “jabatan” dapat diartikan sebagai suatu 
lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang, yang dijalankan dalam 
rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum.  
Menimbang, bahwa “kedudukan” selain dapat dipangku oleh pengawai 
negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh 
yang bukan pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 
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Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 
Nomor 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya 
menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan 
menyalahgunakan kesempatan, karena  kedudukannya masing-masing 
sebagai direktur CV dan  pelaksana dari CV, telah dinyatakan  terbukti 
melakukan tindak pidan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf b UU No 3 Tahun 1971.  
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pandangan hukum diatas 
maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam tindak pidana  
Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yaitu: 
3) Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi  
dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukannya”.  
4) Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri 
atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana 
korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena kedudukannya saja”. 
Menimbang, bahwa mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada 
halaman 83-87 berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, sebaliknya 
Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa dalam pembelannya 
berpendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai konsultan 
pengawas proyek pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu hanya 
menjalankan petunjuk atau apa yang ditugaskan oleh PPK Kemenpora, 
Drs. Brahmantory. 
Menimbang, berdasarkan uraian Penuntut Umum dan Terdakwa, Majelis 
Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang 
terungkap di persidangan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  dalam 
pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli 
dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa Terdakwa Sudarman, ST. bin Nurdin dalam 
melaksanakan pekerjaan pengawasan tidak mengusulkan 
diadakan CCO (Contract Change Order) yang menjadi 
kewenangannya, padahal Terdakwa mengetahui bahwa RAB 
disusun secara tidak tepat dan terdapat kekeliruan, antara lain 
perhitungan atap 3.657,60 m2 (tiga ribu enam ratus lima puluh 
tujuh koma enam puluh) padahal luas bangunan hanya 28 x 
48 m2. 
b. Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yakni tidak 
mengusulkan secara tertulis kepada Drs. H. Andi Musakkir, 
MM untuk melakukan pemutusan kontrak kepada PT Aslin 
Jaya, tidak melakukan penarikan uang muka, dan tidak 
memasukkan PT Aslin Jaya kedalam daftar hitam, serta tidak 
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melakukan pencairan jaminan pelaksanaan, padahal 
Terdakwa mengetahui dan membuat laporan bahwa hingga 
batas waktu kontrak habis yakni tanggal 20 Desember 2012 
Pembangunan Gedung Olahraga Luwu hanya 17,22%. 
c. Bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2013, pekerjaan belum 
juga selesai yang berdasarkan laporan kemajuan 
pembangunan dari Terdakwa Sudarman, ST selaku Konsultan 
Pengawas per tanggal 23 Agustus 2013 perkembangan fisik 
pembangunan mencapai 83,87%. Dan atas hal tersebut 
Terdakwa tidak mengusulkan kepada Drs. H. Andi Musakkir, 
MM tidak juga melakukan pemutusan kontrak kepada PT Aslin 
Jaya, tidak melakukan penarikan uang muka, dan tidak 
memasukkan PT Aslin Jaya kedalam daftar hitam, serta tidak 
melakukan pencairan jaminan pelaksanaan. 
d. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yakni 
membuat laporan kemajuan proyek seolah-olah per tanggal 
26 Agustus 2013 kemajuan pembangunan GOR 83,94%, 
padahal Terdakwa mengetahui bahwa proyek (diperiksa ahli 
tertanggal 26 Agustus 2014) proyek hanya dikerjakan 82,57%. 
e. Bahwa Terdakwa membuat laporan kemajuan proyek yang 
kemudian digunakan oleh Drs. H. Andi Musakkir, MM untuk 
melakukan penarikan dana dari rekening komite dan 
melakukan pembayaran kepada Ir. Daniel Rendeng (alm) 
selaku kuasa direktur PT Aslin Jaya sebagai berikut: 
1) Tahap I yakni uang muka sebesar 20% dari kontrak atau 
sebesar Rp1.467.998.000,00 (satu miliar empat ratus 
enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh 
delapan ribu rupiah). 
2) Pembayaran tahap II penarikan dari rekening giro Komite 
Pembangunan Gedung Olahraga Kabupaten Luwu 
tertanggal 3 Juni 2013 dan dibayarkan sebesar                        
Rp1.284.817.300,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh 
empat juta delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus 
rupiah). 
3) Pembayaran tahap III penarikan dari rekening giro 
tertanggal 16 Agustus 2013 dan dibayarkan sebesar                  
Rp1.989.270.400,00 (satu miliar sembilan ratus delapan 
puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus 
rupiah). 
4) Pembayaran tahap IV penarikan dari rekening giro 
tertanggal 29 Agustus 2013 sebesar Rp2.597.904.300,00 
(dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan 
ratus empat ribu tiga ratus rupiah), dibayarkan kepada 
rekanan yakni PT. Aslin Jaya sebesar                             
Rp1.496.851.948,00 (satu miliar empat ratus sembilan 
puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu 
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sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), sedangkan 
sisanya sebesar Rp1.101.052.352,00 (satu miliar seratus 
satu juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua 
rupiah) disimpan direkening lain, yakni Nomor rek: 
0298830815 pada bank BNI Cab. Palopo yang telah 
dibuka sejak tanggal 3 Juni 2013 oleh Rahmat. 
f. Bahwa proyek pembangunan gedung olahraga tidak 
terselesaikan seluruhnya yang berdasarkan perhitungan hasil 
fisik ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagaimana 
laporan hasil pemeriksaan fisik pembangunan Gedung 
Olahraga Kabupaten Luwu tanggal 16 September 2014 
diperoleh kesimpulan bahwa nilai riil (nyata) yang terealisasi 
(diluar pajak) adalah sebesar Rp4.932.911.622,94 (empat 
miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus 
sebelas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh 
empat sen). Padahal Drs. H. Andi Musakkir, MM telah menarik 
dana dari rekening komite seluruhnya sebesar sesuai kontrak 
Rp6.672.718.182,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh dua 
juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua 
rupiah) (diluar pajak), sehingga terdapat kelebihan 
pembayaran sebesar Rp1.739.806.559,06 (satu miliar tujuh 
ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam ribu lima 
ratus lima puluh sembilan rupiah enam sen), hal ini termasuk 
penyalahgunaan kewenangan dan tidak sesuai Pasal 21 ayat 
(1) Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2014 tentang 
Perbendaharaan Negara, bahwa “pembayaran atas bebas 
APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum dan/atau jasa 
diterima”. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Sudarman, ST selaku konsultan 
pengawas pembangunan gedung olahraga Kabupaten Luwu, tidak 
melaksanakan tugas dan fungsinya secara benar sebagaimana kontrak 
kerja yang telah disepakati dimana termasuk kewenangan Terdakwa 
untuk merealisasikan proyek      a quo dalam hal laporan 
kemajuan/progress untuk menilai secara administrasi karena menjadi satu 
kesatuan dalam pencairan anggaran, apalagi dalam pengerjaan proyek ini 
telah pula dilakukan addendum perpanjangan kontrak. Oleh karenanya 
terhadap fakta tersebut, Majelis menilai sebagai perbuatan 
menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan Bab III huruf K 
angka 2 huruf d angka 3 Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan 
Kemitraan Kemenpora RI Nomor: 0654.B Tahun 2011. 
Menimbang, bahwa menyangkut dalil penasehat hukum Terdakwa yang 
dituangkan dalam pembelannya, yang menerangkan bahwa Terdakwa 
sebagai konsultan pengawas proyek pembangunan gedung olahraga Kab. 
Luwu hanya menjalankan petunjuk atau apa yang ditugaskan oleh PPK 
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Kemenpora Drs. Brahmantory. Hal ini majelis menilai tidak cukup 
beralasan oleh karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam 
persidangan yang saling bersesuaian ternyata proyek tersebut tidak 
selesai tepat waktu dan laporan bobot pekerjaan yang diajukan Terdakwa 
selaku konsultan pengawas secara administrasi tidak sesuai fakta 
dilapangan, padahal senyatanya diketahui bahwa terdakwa selaku 
konsultan pengawas pijakannya adalah kontrak kerja bukan instruksi 
maupun petunjuk-petunjuk dari PPK, dimana sangat urgen karena 
kewenangan yang dimiliki Terdakwa out-putnya sebagai lampiran dalam 
permohonan pencairan anggaran oleh Terdakwa lain Drs. H. Andi 
Musakkir, MM selaku Ketua Komite Pembangunan Gedung Olahraga 
Kabupaten Luwu. Sehingga dalil penasehat hukum Terdakwa tersebut 
tidak tepat, harus dinyatakan ditolak. 
Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis menilai 
bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya dalam kedudukannya 
sebagai Konsultan Pengawas pada proyek pembangunan gedung 
olahraga Olahraga Kabupaten Luwu. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, 
maka unsur “menyalahgukan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 





Ad.4.Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara 
Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan kata 
“dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan delik formal yaitu 
adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur 
perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara dalam 
penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaibana 
telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah “seluruh kekayaan negara dalam bentuk 
apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk 
didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan 
kewajiban yang timbul karena: 
a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat 
pusat maupun di daerah. 
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b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan 
pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan 
yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang 
menyertakan modal pihaka ketiga berdasarkan perjanjian 
negara”. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” 
adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama 
ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada 
kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan 
memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh 
kehidupan rakyat. 
Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara”, ini Jaksa Penuntut Umum dalam 
tuntutan pidananya berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, 
sebaliknya Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengatakan bahwa 
unsur ini tidak terbukti selain uang yang dianggap sebagai kerugian 
negara tersebut sudah dikembalikan Drs. H. Andi Musakkir, MM ke kas 
daerah via Penuntut Umum. Penuntut Umum menghitung dan 
menetapkan jumlah angka kerugian keuangan negara sebesar 
Rp2.012.114.591,06 (dua miliar dua belas juta seratus empat belas ribu 
lima ratus sembilan puluh satu rupiah enam sen) yaitu pada Drs. H. Andi 
Musakkir, MM sebesar Rp1.617.804.604,00 (satu miliar enam ratus tujuh 
belas juta delapan ratus empat ribu enam ratus empat rupiah) dan pada Ir. 
Daniel Rendeng (alm) Rp451.757.407,06 (empat ratus lima puluh satu juta 
tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah enam sen) 
adalah tidak benar sebab Drs. H. Andi Musakkir, MM sudah menyerahkan 
kembali via kejaksaan Negeri Belopa berdasarkan putusan Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar perkara 
No.92/Pid.Sus/2014/PN.Mks. Selain itu pekerjaan proyek pembangunan 
GOR Kab. Luwu yang dikerjakan oleh rekanan sudah selesai dan sudah 
dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan 
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum 
sebagai berikut: 
a. Bahwa proyek Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu 
sesuai fakta persidangan realisasi pekerjaan baru mencapai 
82,57%, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan 
sebesar 17,43%, jika dikonversi anggarannya senilai           
Rp5.507.962.567,05, dan sesuai keterangan ahli Syamsul, 
SE., Andi Hamzah, SE., Ilyas Pratama dan Dedi Sinaga 
auditor pada BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan) perwakilan provinsi Sulawesi Selatan yang 
melakukan audit Nomor:LAPKKN-928/PW.21/5/2014 tanggal 
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7 November 2014, dalam rangka penghitungan keuangan 
kerugian negara atas dugaan penyimpangan bantuan 
anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk proyek 
pembangunan GOR Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2011. 
b. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku konsultan pengawas tidak 
melaksanakan tugas dan fungsi pengerjaan proyek a quo 
dengan benar, memberikan laporan administrasi yang tidak 
sesuai bobot/progress pekerjaan secara fisual di lapangan, 
dimana ketika itu seolah-olah pekerjaan proyek telah 
terealisasi 100%, sehingga dengan mudah pencairan 
anggaranpun dapat dibayarkan semua, padahal pekerjaan 
tidak selesai sebagaimana kontrak kerja adalah salah satu 
penyebab adanya kerugian keuangan negara, yang menurut 
perhitungan ahli adalah sebesar Rp1.899.816.559,06 (satu 
miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan 
ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah 
enam sen). 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling 
bersesuaian dengan barang bukti dalam fakta persidangan terungkap pula 
bahwa, realisasi pencairan atas kontrak pekerjaan sebesar 
Rp7.399.990.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta 
sembilan ratus sembilan pulu ribu rupiah) sebagian telah dibayarkan 
kepada kuasa direktur    PT. Aslin Jaya Ir. Daniel Rendeng (alm) sebesar 
Rp6.238.937.648,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta 
sembilan raatus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan 
rupiah) (termasuk pajak) dan sisanya sebesar Rp1.101.052.352,00 (satu 
miliar seratus satu juta lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua 
rupiah) belum dibayarkan kepada direktur PT Aslin Jaya, melainkan 
dialihkan ke rekening penampungan (BNI Nomor 0298830915) yang 
dibentuk oleh Komite Pembangunan. 
Menimbang, berkenaan dengan adanya kerugian negara, berdasarkan 
fakta dalam persidangan bahwa total kerugian negara adalah sebesar 
Rp1.899.816.559,06 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan 
juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah 
enam sen)), hal mana dikuasai oleh Terdakwa lain Drs. H. Andi Musakkir, 
MM sebagai hitungan kerugian negara sebesar Rp1.598.059.152,00 (satu 
miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu 
seratus lima puluh dua rupiah) dan diterima sebagai keuntungan Ir. Daniel 
Rendeng (alm) adalah sebesar Rp301.757.407,06 (tiga ratus satu juta 
tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh rupiah enam sen). 
Menimbang, dari fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa 
perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara RI, sehingga 
unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 




Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan  
Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP yang bunyi lengkapnya sebagai berikut: “dihukum 
sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan  atau turut melakukan perbuatan itu.”  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya 
mendudukkan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau orang yang 
turut serta melakukan. 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” adalah 
barang siapa yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang dilarang oleh 
undang-undang atau barang siapa yang melakukan sendiri perbuatan 
yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dan yang 
dimaksud dengan “turut serta melakukan” atau bersama-sama melakukan 
adalah suatu delik dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama. Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya 
keinsafan bekerja sama antara orang-orang yang bekerja sama itu. 
Dengan kata lain, mereka secara timbal balik harus mengetahui perbuatan 
mereka masing-masing. 
Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam 
dakwaan Penuntut Umum adalah untuk mengetahui peran apakah yang 
telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 
(dua) orang atau lebih. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, 
keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh 
fakta hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa pada anggaran tahun 2011, di Kab. Luwu terdapat 
proyek Pembangunan Gedung Olahraga, dimana Terdakwa 
Drs. H. Andi Musakkir, MM (berkas terpisah) selaku pegawai 
negeri yang diangkat sebagai ketua komite pembangunan 
gedung olahraga tersebut berdasarkan Surat keputusan 
Bupati Luwu Nomor: 328/VII/2011 tanggal 11 Juli 2010 
tentang Pembentukan Komite Pembangunan Gedung 
Olahraga. 
b. Bahwa pekerjaan proyek pembangunan gedung olahraga 
tersebut dikerjakan oleh Ir. Daniel Rendeng (alm) selaku 
kuasa Direktur PT Aslin Jaya dan bertindak sebagai penyedia 
jasa proyek pembangunan GOR Kab. Luwu dan Terdakwa 
Sudarman, ST selaku Konsultan Pengawas. 
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c. Bahwa Drs. H. Andi Musakkir, MM bersama-sama dengan Ir. 
Daniel Rendeng (alm) pada tanggal 23 Agustus 2012, 
menandatangani surat perjanjian pemborongan pekerjaan 
(kontrak) antara Komite Pembangunan Gedung Olahraga 
Kab. Luwu dengan PT. Aslin Jaya Nomor: 001/KTRK/Gedung 
Olahraga-LW/VIII/2012 dengan senilai Rp7.339.990.000,00 
(tujuh miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus 
sembilan puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 
selama 120 hari kalender yakni mulai tanggal 23 Agustus 
2012 sampai dengan 20 Desember 2012.  
d. Bahwa Terdakwa selaku konsultan pengawas tidak 
memberikan saran dan tidak melaporkan progres yang 
sesungguhnya sebagaimana kondisi pekerjaan fisik 
dilapangan agar dapat ditempuh pemutusan kontrak kepada 
PT Aslin Jaya, tidak mengusulkan penarikan uang muka, dan 
tidak memasukkan PT Aslin Jaya kedalam daftar hitam, serta 
tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan, padahal 
hingga batas waktu kontrak habis yakni tanggal 20 Desember 
2012 Pembangunan Gedung Olahraga Luwu hanya 17.22%. 
e. Bahwa hingga tanggal 31 Agustus 2013 Ir. Daniel Rendeng 
(alm) belum juga menyelesaikan pekerjaan proyek, padahal 
berdasarkan laporan kemajuan pembangunan yang dibuat 
Terdakwa Sudarman, ST selaku Konsultan Pengawas per 
tanggal 23 Agustus 2013 perkembangan fisik pembangunan 
hanya mencapai 83,87%, akan tetapi atas fakta tersebut 
Terdakwa tidak juga melakukan pengusulan/saran pemutusan 
kontrak dengan PT Aslin Jaya kepada Ketua Komite, dan tidak 
melakukan penarikan uang muka, juga tidak memasukkan PT 
Aslin Jaya kedalam daftar hitam, serta tidak melakukan 
pencairan jaminan pelaksanaan. 
f. Bahwa Terdakwa Sudarman, ST telah membuat laporan 
kemajuan proyek yang keliru tidak sesuai dengan progress 
pekerjaan fisik yang sesungguhnya, kemudian digunakan oleh 
terdakwa Drs. H. Andi Musakkir, MM (berkas terpisah) untuk 
melakukan penarikan dana dari rekening komite dan 
melakukan pembayaran kepada alm Ir. Daniel Rendeng 
(Kuasa Direktur PT Aslin Jaya). 
Menimbang, bahwa Terdakwa Sudarman, ST bersama-sama terdakwa 
Drs. H. Andi Musakkir, MM dan Ir. Daniel Rendeng (alm) selaku Kuasa 
Direktur PT Aslin Jaya dan bertindak sebagai Penyedia Jasa Proyek 
Pembangunan Gedung Olahraga Kab. Luwu, membuat/menandatangani 
laporan progress pekerjaan yang keliru, seolah-olah telah selesai 100% 
sesuai dana yang ada, kemudian melakukan perubahan-perubahan 
secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak Kementerian Pemuda 
dan Olahraga, dan mengserah-terimakan pekerjaan, dimana proyek 
pembangunan gedung olahraga belum rampung sampai dibuatkan 
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addendum perpanjangan waktu dan perpanjangan di notaris. Sehingga 
akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian negara cq 
Kementerian Pemuda dan Olahraga. 
Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut telah tampak adanya 
hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau satu 
orang dalam suatu kerjasama sehingga dapat mengakibatkan akan 
adanya kerugian negara, yang tidak akan demikian adanya apabila tidak 
ada kerja sama atau peranan Terdakwa yang kapasitasnya sebagai 
konsultan pengawas pembangunan gedung olahraga Kab. Luwu a quo 
sebagaimana terurai diatas. Dan Drs. H. Andi Musakkir, MM selaku ketua 
komite maupun pengguna anggaran, sedangkan Ir. Daniel Rendeng (alm) 
selaku kuasa direktur PT Aslin Jaya adalah sebagai pelaksana pekerjaan 
penyedia barang/jasa, sehingga alur kerja sama mereka tersebut telah 
demikian lengkap dan sempurna seperti terurai diatas. 
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Majelis 
berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan 
sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. 
Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, 
bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melaksanakan seluruh anasir atau 
unsur tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan demikian 
ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. 
 
Menimbang, mengenai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagi pidana 
tambahan adalah: 
7) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak 
berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan 
untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 
termasuk perusahan milik terpidana dimana tindak pidana 
korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan 
barang-barang tersebut. 
8) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-
banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak 
pidana korupsi. 
9) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. 
10) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau 
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, 
yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada 
terpidana. 
Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa menyangkut 
kerugian negara, tidak terdapat satupun alat bukti dan fakta maupun 
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petunjuk hukum tentang Terdakwa Sudarman, ST telah menikmati 
hasil/keuntungan dari perbuatan yang ia lakukan. Sehingga menurut 
hemat Majelis, Terdakwa tidak dapat dibebani membayar uang pengganti 
sabagai kerugian negara. 
 
Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 
ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti menurut hukum. 
Mengenai pembelaan Terdakwa dan team penasihat hukum terdakwa 
Majelis Hakim berpendapat bahwa karena nota pembelaan Terdakwa 
maupun penasehat hukum Terdakwa berkaitan dengan pembahasan 
unsur Pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah 
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, dan 
pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya memiliki kesimpulan 
yang berbeda dengan nota pembelaan tesebut, maka nota pembelaan 
penasehat hukum Terdakwa harus ditolak dan dapat dijadikan sebagai hal 
meringankan hukuman. 
Dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan 
adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum 
dari perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu Pasal yang didakwakan 
Penuntut Umum tersebut selain mengandung ancaman pidana, yaitu 
berupa pidana penjara dan pidana denda, maka majelis 
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mempertimbangkan bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka 
diharuskan pula untuk membayar denda yang besarnya seperti yang 
tercantum dalam amar putusan. 
Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat 
bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh 
karenanya, Terdakwa harus dijatuhi hukum yang setimpal dengan 
perbuatannya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan. 
Menimbang, tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, 
Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: 
Bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana hanya 
bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak 
pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi 
perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah masyarakat tidak 
berbuat semacam itu (tujuan preventif). 
 
Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah 
sebagai balas dendam tapi semata-mata untuk membina pelaku tindak 
pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan 
pemidanaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa dan 
masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana (korupsi). 
Menimbang, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang 
lamanya pidana sebagaimana yang dimohon oleh Penuntut Umum dalam 
tuntutan pidananya. Menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana 
tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu berat untuk dijatuhkan kepada 
Terdakwa, hal tersebut berdasarkan pertimbangan keadaan yang 
memberatkan dan meringankan pidana, sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara dan 
masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak 
menyulitkan jalannya persidangan; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa tidak menikmati kerugian keuangan negara; 
- Terdakwa menyesali perbuatannya; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. 
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Menimbang, setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang 
memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan hukuman selama 
pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan penghapus 
pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa dalam melakukan 
perbuatannya baik alasan pembenar dan pemaaf dalam Undang-Undang, 
maupun di luar Undang-Undang berdasarkan penerapan sifat melawan 
hukum materiil dalam fungsi negatif, maka Terdakwa adalah subjek 
hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus 
dinyatakan bersalah atas perbuatannya. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini 
maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri terhadap 
pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa harus ditetapkan dalam tahanan 
RUTAN (Rumah Tahanan Negara). 
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tetap terlampir dalam berkas 
perkara. 
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi 
hukuman, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHAP 
terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. 
Memperhatikan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 22, 193, 197, dan 222 
KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan. 
 
2. Analisis Penulis 
Suatu proses peradilan akan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang 
didalamnya terdapat penjatuhan hukuman, yang akan menentukan salah 
tidaknya seseorang. Dan tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan 
pendapat dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan Hakim anggota yakni bapak Abdur 
Razak, S.H.,MH. dalam sidang permusyawarataan majelis, Majelis Hakim 
memiliki pendapat yang sama dalam penjatuhan putusan terhadap 
Terdakwa. Selain itu, Sebelum menentukan suatu putusan ada berbagai 
hal yang menjadi pertimbangan Hakim. Dan dalam penjatuhan pidana, 
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hakim harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah 
kemudian alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak 
pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
Dengan ini penulis berpendapat bahwa, pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan 
yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap 
dalam persidangan, misalnya dakwaan JPU, keterangan Terdakwa, 
keterangan saksi, keterangan ahli, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal 
dalam hukum pidana. Selain pertimbangan yuridis, Hakim juga 
menggunakan pertimbangan non yuridis, yaitu pertimbangan yang dilihat 
dari aspek non hukum yakni dalam mempertimbangkan berat ringannya 
pidana korupsi, Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan 
meringankan Terdakwa. 
Dari hasil wawancara, yang menjadi faktor-faktor dalam penjatuhan 
putusan oleh Hakim ialah Fakta dipersidangan, alat bukti dan juga 
tuntutan jaksa penuntut umum. Selain itu  Hakim juga memperhatikan 
sifat-sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan pribadinya 
dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. 
Dengan demikian, proses pengambilan keputusan dalam Putusan Nomor 
29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks yang dilakukan oleh Majelis Hakim 
menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain 
itu Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan 
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menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan 
yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan 
perbuatannya, Terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa 
dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan 

















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi 
yang dilakukan secara bersama-sama pada putusan Nomor 
29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur 
delik, yang mana Jaksa Penuntut Umum menggunakan surat 
dakwaan subsidair dan menitik beratkan pada dakwaan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Dan juga tepat bahwa dalam perkara ini 
juga diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam 
perkara ini telah tampak adanya hubungan kerja sama yang 
dilakukan oleh Terdakwa dengan Terdakwa lain Drs. H. Andi 
Musakkir, MM (berkas perkara terpisah) dan Ir. Daniel Rendeng 
(alm) salaku rekanan Pembangunan Gedung Olahraga  sehingga 
telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hakim kemudian 
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menjatuhkan hukuman pidana penjara salama 1 (satu) Tahun 
kepada Terdakwa, yang mana putusan tersebut lebih rendah dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 1 (satu) Tahun 6 (enam) 
bulan.  
2. Pertimbangan hukum oleh majelis Hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada perkara nomor 29/Pid.SUS.TPK/2015/PN.Mks 
sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena 
berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana korupsi, keterangan 
saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti 
yang telah diperoleh selama proses persidangan, serta hal-hal 
yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Dan Majelis 
Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa 
Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta 
tidak adanya alasan penghapusan pidana.  
 
B. Saran 
1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun 
surat dakwaan, harus mempertimbangkan dengan baik hukuman 
yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang sebanding dengan 
perbuatannya, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi 
hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, Jaksa 
Penuntut Umum, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu 
111 
 
hukum dengan baik, agar tidak salah dalam menentukan mana 
perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan. 
2. Sebagai seorang Hakim haruslah memiliki wawasan atau 
pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya tidak hanya 
sekedar berdasar pada isi surat dakwaan Penuntut Umum tetapi 
hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul 
pada saat persidangan, sehingga diharapkan dalam menjatuhkan 
putusan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa memandang 
kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa. Serta 
berdasarkan atas keadilan yang nantinya dapat berguna didalam 
kehidupan masyarakat. 
3. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan 
hukuman yang lebih memberatkan lagi, sehingga menimbulkan 
efek jera kepada pelakunya, mengingat bahwa Tindak Pidana 
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). 
Dan juga untuk aparat penegak hukum, tidak tebang pilih dalam 
menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi, sehingga perilaku 
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